
 Bagan alir tersebut menunjukkan 

dengan jelas mekanisme Penyalu-

ran Dana Bantuan Sosial Biro 

Kesejahteraan Rakyat bulan Juli- 

Desember 2010 yang:

 menempatkan posisi Asisten II 

Sekda Propinsi sebagai salah 

satu bagian dari sebuah proses 

pengecekan persyaratan berkas 

permohonan;

 menempatkan Asisten II Sekda 

Propinsi di luar alur nota dinas 

yang telah disetujui Gubernur.

 Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa secara nyata :  

 Asisten II sebagai bagian dari 

proses administrasi Penyaluran 

Bantuan Sosial, wewenang Asis-

ten II hanya dinyatakan sebagai 

pemeriksa (pengecekan) berkas 

persyaratan berkas permohonan 

(bukan pengecekan ‘substansi’ 

berkas permohonan) dan kemu-

dian memberikan nota dinas/dis-

posisi persetujuan, sehingga apa- 

bila berkas persyaratan permo-

honan telah lengkap, maka dis- 

posisi persetujuan akan langsung 

diberikan. Mekanisme ini menun-

jukkan tidak adanya wewenang, 

tugas ataupun kewajiban bagi 

Asisten untuk pengecekan subs- 

tansi berkas yang notabene tidak 

ada wewenang untuk menghen-

tikan proses administrasi sepan-

jang berkas permohonan telah 

lengkap;

 Asisten II tidak ada kaitannya 

dengan nota dinas yang telah 

disetujui Gubernur yang notabe-

ne tidak ada kaitannya dengan 

pencairan dana dan pertanggung-

jawabannya, karena alur mekanis- 

me penyerahan nota dinas yang 

telah disetujui Gubernur langsung 

ditujukan ke KPA Biro Kesra 

(tidak lagi melalui Asisten II). 

Secara nyata tampak pula bahwa 

monitoring dan evaluasi pun di- 

laksanakan oleh Biro Kesra seba- 

gai penerima laporan pertanggu-

ngjawaban dari penerima bantuan 

sosial.

B. Pertanggung-jawaban Asisten 
II Sekda Propinsi dalam pen-
gambilan Keputusan Gubernur 
tentang Dana Bansos Kema- 
syarakatan.

Sebagaimana telah disebutkan da- 

lam bagian uraian fakta hukum di 

atas, dalam hal ‘Dugaan Tipikor 

Penyimpangan Dana Bansos Ke- 

masyarakatan pada Biro Kesra Setda 

Propinsi’ tersebut diawali dengan 

adanya Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPK RI atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Propinsi Tahun 

2010 (Laporan Hasil Pemeriksaan 

atas Sistem Pengendalian Intern No. 

14.B/ 2011) yang pada poin 12 men-

yatakan : 

 ‘....bahwa berdasarkan hasil pe- 

meriksaan atas pengelolaan atas 

laporan pertanggungjawaban ban- 

tuan sosial pada Biro Kesejahter-

aan Sosial diketahui bahwa Biro 

Kesra belum melakukan moni-

toring dan evaluasi atas pertang- 

gungjawaban penerima Bantuan 

Sosial secara optimal...’.

Pernyataan BPK RI ini sejalan 

dengan bagan alir SOP (juknis) dari 

Keutusan Gubernur 188/2009. Bah- 

wa harus dipilah mana ‘proses admi- 

nistrasi’ dan mana ‘monitoring dan 

evaluasi’. 

Berdasarkan uraian fakta tersebut, 

tampak jelas bahwa disposisi perse- 

tujuan Asisten II Sekda Propinsi 

(sebagai bagian dari proses pengece-

kan persyaratan berkas permohonan) 

tidak terkait dengan kewajiban mo- 

nitoring dan evaluasi atas pertang-

gungjawaban penerima Bantuan So- 

sial sehingga harus dipilah, mana 

lembaga yang melaksanakan tugas 

dan fungsi pengecekan persyaratan 

berkas permohonan dan mana lem- 

baga yang memiliki tugas, fungsi 

monitoring dan evaluasi atas per- 

tanggungjawaban penerima Bantuan 

Sosial. 

Dalam hal ini, permasalahan yang 

timbul berada di ranah monitoring 

dan evaluasi dan bukan di ranah 

pengecekan persyaratan berkas per- 

mohonan. Ditinjau dari tugas fungsi 

berdasarkan bagan alir butir 5 Kepu-

tusan Gubernur No. 188/2009 ten- 

tang Petunjuk Teknis Penyelengga-

raan Pelayanan Pemberian Bantuan 

Sosial tersebut, disposisi persetujuan 

Asisten II dalam proses Penyaluran 

Bantuan Sosial Kemasyarakatan me- 

rupakan proses adiministratif yang 

pertanggungjawabannya dilaku-

kan secara berjenjang sesuai alur 

proses administrasinya. 

Oleh Karen aitu, apabila ada 

kesalahan administrasi yang dila- 

kukan oleh Asisten II dalam melak-

sanakan tugas dan fungsi pengece-

kan persyaratan berkas permohonan, 

tidak dapat secara serta-merta 

dinyatakan sebagai mal-adminis-

trasi karena harus ditinjau dulu ting-

kat kesalahan administrasinya. Pasal 

1 butir 3 UU No. 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman RI (UU ORI) 

menyatakan bahwa unsur-unsur mal- 

administrasi adalah : 

 Perilaku atau perbuatan melawan 
hukum, 

 melampaui wewenang, 
 menggunakan wewenang untuk 

tujuan lain dari yang menjadi 
wewenang tersebut, termasuk 
kelalaian atau pengabaian kewa-
jiban hukum dalam penyelengga-
raan pelayanan publik yang dila- 
kukan oleh Penyelenggara Nega- 
ra dan pemerintahan, termasuk 
perseorangan yang membantu pe- 
merintah memberikan pelayanan 
publik 

 yang menimbulkan kerugian 
materiil dan/atau imateriil bagi 
masyarakat dan orang perseora- 
ngan’.

Berdasarkan wewenang yang di- 

berikan terhadap pegawai pemerin-

tah, maka terdapat hubungan antara 

Hukum Administrasi dengan Hukum 

Kepegawaian yang disebut sebagai 

openbare dienstbetrekking (hubu- 

ngan dinas publik) terhadap negara 

(pemerintah). Adapun openbare 

dientsbetrekking yang melekat pada 

hubungan hukum kepegawaian itu 

lebih merupakan hubungan sub-ordi-

natie antara atasan dengan bawahan 

(Philipus M. Hadjon, 2003). 

Dalam perkara ‘Dugaan Tipikor 

Penyimpangan Dana Bansos Kemas-

yarakatan pada Biro Kesra Setda 

Propinsi’ ini,  Asisten II Sekda Pro- 

pinsi selaku sub-ordinatie dan pelak-

sana administrasi merupakan bagian 

proses administrasi yang wajib me- 

laksanakan tugas administrasi di 

bidangnya. Oleh karena tidak ada 

bukti permasalahan di bidang proses 

administrasi (tidak ada kesalahan 

administratif) di bagian Asisten II 

Sekda Propinsi, maka  jika di kemu-

dian hari ada permasalahan, dapat 

dikatakan bahwa permasalahan ter- 

sebut merupakan kesalahan yang 

timbul tidak di ranah pengecekan 

persyaratan berkas permohonan 

dan pemberian rekomendasi oleh 

Asisten II Sekda Propinsi. 

Oleh karenanya, terhadap reko- 

mendasi Asisten II Sekda Propinsi 

selaku pelaksana pengecekan ‘pers-

yaratan berkas permohonan’, tidak 

dapat  dikatagorikan sebagai tinda-

kan mal-administrasi karena tidak 

termasuk dalam unsur-unsur mal- 

administrasi berdasarkan unsur-un-

sur Pasal 1 butir 3 UU ORI tersebut. 

Dalam hal pejabat TUN dinya-

takan bersalah oleh Jaksa penuntut 

umum, masih harus ditetapkan pula 

dimana ranah ‘letak kesalahan’ dan 

batas pertanggungjawabannya. Un- 

tuk itu, ada beberapa pandangan 

yang perlu diperhatikan, antara lain :

 Mengenai penetapan ranah ‘ke- 

salahan’, Indriyanto Seno Adji 

menyatakan : “....sangat sulit un- 

tuk membedakan kapan seorang 

aparatur negara itu melakukan 

perbuatan melawan hukum dan 

kapan dapat dikatakan melakukan 

penyalahgunaan wewenang. Ia 

berpendapat masalah itu masuk 

ke dalam area abu-abu (grey 

area)”. (Indriyanto Seno Adji, 

2014).

 Mengenai penegakan hukum da- 

lam ranah hukum administrasi 

negara menitik-beratkan pada 

pemulihan kerugian negara/ 

daerah. Hal ini harus dilak-

sanakan oleh Pejabat tata usaha 

negara (Pejabat TUN) sesuai 

ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan 

Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbenda-

haraan Negara. Pimpinan Instansi 

(Menteri/Kepala Badan/Ketua 

Lembaga/Gubernur/Walikota/Bu-

pati) perlu memerintahkan 

TPKN/D (Tim Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah) untuk 

melaksanakan penelitian dan 

verifikasi atas laporan hasil 

pemeriksaan/pengawasan yang 

berkedudukan sebagai informasi 

kerugian negara/daerah untuk 

selanjutnya dapat dinilai dan 

ditetapkan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan dengan dua cara :  

(1).  apabila penanggung jawab- 

nya bendahara dan Menteri/ 

Kepala Badan/Ketua Lem-

baga/Gubernur/Walikota/ 

Bupati. 

(2).  apabila penanggung jawab- 

nya pegawai negeri bukan 

bendahara/pejabat lain. 

 Keputusan Pejabat TUN 

( B P K / M e n t e r i / K e p a l a 

Badan / Ketua Lembaga/Gu-

bernur/Walikota/Bupati) 

merupakan bentuk peneta-

pan yang menjadi dasar 

untuk melakukan penagihan, 

sita, eksekusi atau pengha-

pusan kerugian negara/daer-

ah dimaksud. (Sikad, 2012)

 Apabila sudah dilakukan eksekusi 

atas putusan pengadilan untuk 

penggantian kerugian negara, 

dalam hal penetapan pembayaran 

uang pengganti dilakukan berupa 

uang bukan hukuman penjara, 

sesuai ketentuan dalam Pasal 42 

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Ganti 

Kerugian Negara terhadap Ben- 

dahara, dengan cara disetorkan ke 

kas negara/daerah, pelaksanaan 

surat keputusan pembebanan di- 

perhitungkan sesuai dengan nilai 

penggantian yang sudah disetor-

kan ke kas negara/daerah maka 

penanggung jawab kerugian 

negara/daerah dapat mengkom- 

pensasikan kewajibannya dengan 

membayar selisih lebih kerugian 

negara/daerah dengan berdasar-

kan pada jumlah kerugian nega-

ra/daerah yang ditetapkan dalam 

surat keputusan pembebanan.

 Namun, jika putusan pengadilan 

menetapkan bahwa dalam hal 

pembayaran uang pengganti 

bukan dilakukan dalam bentuk 

uang tetapi dalam bentuk hu- 

kuman penjara maka hal terse-

but tidak dapat dicatat dalam 

daftar kerugian negara/laporan 

keuangan sebagai angsuran/pelu-

nasan. Proses penagihan dan pe- 

nyelesaian dalam ranah hukum 

administrasi tetap harus dilak-

sanakan. 

 Dalam hal putusan pengadilan 

berupa uang pengganti sebagai 

tambahan hukuman penjara tidak 

dapat dilaksanakan maka penye- 

lesaian kerugian negara/daerah 

dimaksud dapat dilaksanakan 

menggunakan mekanisme peng-

hapusan. Hal tersebut sesuai 

dengan Fatwa Makamah Agung 

Nomor 040/KMA/III/2010 tang-

gal 29 Maret 2010 yang menya-

takan bahwa pengertian pemba-

yaran uang pengganti sebagai 

pidana tambahan sekalipun tu- 

juannya untuk memperkecil keru-

gian keuangan negara namun 

tidak identik atau sama dengan 

pengertian kerugian negara 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara yang jumlah- 

nya harus pasti dan ditetapkan 

oleh auditor negara dari BPK. 

Oleh karena itu Pasal 65, Pasal 66 

dan Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Ne- 

gara tidak tepat diterapkan, 

karena Pasal-pasal tersebut me- 

nyatakan bahwa  uang pengganti 

sebagai pidana tambahan bukan-

lah piutang negara yang harus 

ditagih oleh Panitia Urusan 

Piutang Negara (PUPN). Dalam 

lingkup hukum pidana yang 

pelaksanaan amar putusannya 

dilakukan Jaksa/Penuntut Umum 

dan bukan oleh Panitia Urusan 

Piutang Negara (PUPN).

Simpulan

Berdasarkan uraian fakta dan 

analisis hukum mengenai keterli-

batan Asisten II Sekda Propinsi ter- 

hadap perkara Penyimpangan Penya- 

luran Dana Bantuan Sosial Kema- 

syarakatan oleh Pemerintah Daerah, 

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Asisten II Sekda 

Propinsi dalam pengambilan Ke- 

putusan Gubernur tentang Dana 

Bansos Kemasyarakatan merupa-

kan bagian dari rangkaian proses 

administrasi Penyaluran Bantuan 

Sosial bukan merupakan keputu-

san dari pejabat yang berwenang 

karena bukan keputusan final. 

Oleh karenanya apabila ada 

kesalahan maka termasuk dalam 

‘kesalahan prosedur’ dan bukan 

‘penyalahgunaan wewenang’;

2. Pertanggungjawaban permasalah-

an (kesalahan administratif) yang 

timbul harus dilakukan secara 

berjenjang sesuai proses adminis-

tratifnya. Dalam kasus ini tidak 

ada kesalahan administratif yang 

dilakukan oleh Asisten II Sekda 

Propinsi selama berkas permo-

honan di tahap selanjutnya 

(tahap Sekda Propinsi dan tahap 

pengambilan Keputusan Guber-

nur) tidak dipermasalahkan. 

Terlebih lagi dalam perkara ini 

permasalahan tidak terjadi di 

ranah pengecekan persyaratan 

berkas permohonan yang menjadi 

wewenang Asisten II Sekda Pro- 

pinsi tetapi terjadi di ranah moni-

toring dan evaluasi setelah proses 

administrasi selesai (mendapat-

kan persetujuan Gubernur).

Saran Tindakan

Dalam perkara ‘Penyimpangan 

Penyaluran Dana Bantuan Sosial 

Kemasyarakatan oleh Pemerintah 

Daerah’ tersebut, posisi administratif 

Asisten II Sekda Propinsi tidak 

terbukti melakukan kesalahan admi- 

nistratif, Oleh karenanya, selama 

keberadaan pejabat/pegawai pelak-

sana administrasi sebagai bagian 

proses administrasi berupa tugas 

pengecekan persyaratan berkas per- 

mohonan tidak diimbangi dengan 

imbalan/balas jasa/gratifikasi da- 

lam bentuk apapun maka terhadap 

Asisten II Sekda Propinsi tidak dapat 

dikenakan tuntutan pidana.
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Abstract

Since airings concept and implementation of the privatization of state 
enterprises in Indonesia, arising negative impression on the Indonesian 
state-owned enterprises. The existence of SOEs seem merely to satisfy the 
interests of the government budget deficit. SOEs in Indonesia as a tool to seek 
additional funding for the government bureaucracy, so as to meet the needs of 
the public interest is often less ignored. During the implementation of the 
privatization strategy by the Indonesian government by way of divesting 
state-owned shares are very imprecise, and many foreign investors is done 
with partners, resulting in a negative impression that the government and the 
internal bureaucracy SOE Indonesia always puts profit rather than the needs 
of the community.

Keywords: Policy Strategies, Privatization

Abstrak

Sejak mencuatnya konsep dan pelaksanaan privatisasi BUMN di Indone-
sia, timbul kesan yang negatif pada BUMN Indonesia. Adanya BUMN terke-
san hanya semata-mata untuk memenuhi kepentingan anggaran pemerintah 
yang defisit. BUMN di Indonesia dijadikan alat untuk mencari dana tambah-
an bagi birokrasi pemerintah, sehingga kepentingan untuk memenuhi kebutu-
han masyarakat seringkali kurang diindahkan. Selama ini strategi pelaksa-
naan privatisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara men-
divestasi saham BUMN sangat tidak tepat, dan banyak dilakukan dengan 
partner investor asing, akibatnya kesan negatif bahwa pemerintah dan 
birokrasi internal BUMN Indonesia selalu mengedepankan profit daripada 
kebutuhan masyarakat.  

Kata Kunci   : Strategi Kebijakan, Privatisasi BUMN 

Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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 Bagan alir tersebut menunjukkan 

dengan jelas mekanisme Penyalu-

ran Dana Bantuan Sosial Biro 

Kesejahteraan Rakyat bulan Juli- 

Desember 2010 yang:

 menempatkan posisi Asisten II 

Sekda Propinsi sebagai salah 

satu bagian dari sebuah proses 

pengecekan persyaratan berkas 

permohonan;

 menempatkan Asisten II Sekda 

Propinsi di luar alur nota dinas 

yang telah disetujui Gubernur.

 Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa secara nyata :  

 Asisten II sebagai bagian dari 

proses administrasi Penyaluran 

Bantuan Sosial, wewenang Asis-

ten II hanya dinyatakan sebagai 

pemeriksa (pengecekan) berkas 

persyaratan berkas permohonan 

(bukan pengecekan ‘substansi’ 

berkas permohonan) dan kemu-

dian memberikan nota dinas/dis-

posisi persetujuan, sehingga apa- 

bila berkas persyaratan permo-

honan telah lengkap, maka dis- 

posisi persetujuan akan langsung 

diberikan. Mekanisme ini menun-

jukkan tidak adanya wewenang, 

tugas ataupun kewajiban bagi 

Asisten untuk pengecekan subs- 

tansi berkas yang notabene tidak 

ada wewenang untuk menghen-

tikan proses administrasi sepan-

jang berkas permohonan telah 

lengkap;

 Asisten II tidak ada kaitannya 

dengan nota dinas yang telah 

disetujui Gubernur yang notabe-

ne tidak ada kaitannya dengan 

pencairan dana dan pertanggung-

jawabannya, karena alur mekanis- 

me penyerahan nota dinas yang 

telah disetujui Gubernur langsung 

ditujukan ke KPA Biro Kesra 

(tidak lagi melalui Asisten II). 

Secara nyata tampak pula bahwa 

monitoring dan evaluasi pun di- 

laksanakan oleh Biro Kesra seba- 

gai penerima laporan pertanggu-

ngjawaban dari penerima bantuan 

sosial.

B. Pertanggung-jawaban Asisten 
II Sekda Propinsi dalam pen-
gambilan Keputusan Gubernur 
tentang Dana Bansos Kema- 
syarakatan.

Sebagaimana telah disebutkan da- 

lam bagian uraian fakta hukum di 

atas, dalam hal ‘Dugaan Tipikor 

Penyimpangan Dana Bansos Ke- 

masyarakatan pada Biro Kesra Setda 

Propinsi’ tersebut diawali dengan 

adanya Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPK RI atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Propinsi Tahun 

2010 (Laporan Hasil Pemeriksaan 

atas Sistem Pengendalian Intern No. 

14.B/ 2011) yang pada poin 12 men-

yatakan : 

 ‘....bahwa berdasarkan hasil pe- 

meriksaan atas pengelolaan atas 

laporan pertanggungjawaban ban- 

tuan sosial pada Biro Kesejahter-

aan Sosial diketahui bahwa Biro 

Kesra belum melakukan moni-

toring dan evaluasi atas pertang- 

gungjawaban penerima Bantuan 

Sosial secara optimal...’.

Pernyataan BPK RI ini sejalan 

dengan bagan alir SOP (juknis) dari 

Keutusan Gubernur 188/2009. Bah- 

wa harus dipilah mana ‘proses admi- 

nistrasi’ dan mana ‘monitoring dan 

evaluasi’. 

Berdasarkan uraian fakta tersebut, 

tampak jelas bahwa disposisi perse- 

tujuan Asisten II Sekda Propinsi 

(sebagai bagian dari proses pengece-

kan persyaratan berkas permohonan) 

tidak terkait dengan kewajiban mo- 

nitoring dan evaluasi atas pertang-

gungjawaban penerima Bantuan So- 

sial sehingga harus dipilah, mana 

lembaga yang melaksanakan tugas 

dan fungsi pengecekan persyaratan 

berkas permohonan dan mana lem- 

baga yang memiliki tugas, fungsi 

monitoring dan evaluasi atas per- 

tanggungjawaban penerima Bantuan 

Sosial. 

Dalam hal ini, permasalahan yang 

timbul berada di ranah monitoring 

dan evaluasi dan bukan di ranah 

pengecekan persyaratan berkas per- 

mohonan. Ditinjau dari tugas fungsi 

berdasarkan bagan alir butir 5 Kepu-

tusan Gubernur No. 188/2009 ten- 

tang Petunjuk Teknis Penyelengga-

raan Pelayanan Pemberian Bantuan 

Sosial tersebut, disposisi persetujuan 

Asisten II dalam proses Penyaluran 

Bantuan Sosial Kemasyarakatan me- 

rupakan proses adiministratif yang 

pertanggungjawabannya dilaku-

kan secara berjenjang sesuai alur 

proses administrasinya. 

Oleh Karen aitu, apabila ada 

kesalahan administrasi yang dila- 

kukan oleh Asisten II dalam melak-

sanakan tugas dan fungsi pengece-

kan persyaratan berkas permohonan, 

tidak dapat secara serta-merta 

dinyatakan sebagai mal-adminis-

trasi karena harus ditinjau dulu ting-

kat kesalahan administrasinya. Pasal 

1 butir 3 UU No. 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman RI (UU ORI) 

menyatakan bahwa unsur-unsur mal- 

administrasi adalah : 

 Perilaku atau perbuatan melawan 
hukum, 

 melampaui wewenang, 
 menggunakan wewenang untuk 

tujuan lain dari yang menjadi 
wewenang tersebut, termasuk 
kelalaian atau pengabaian kewa-
jiban hukum dalam penyelengga-
raan pelayanan publik yang dila- 
kukan oleh Penyelenggara Nega- 
ra dan pemerintahan, termasuk 
perseorangan yang membantu pe- 
merintah memberikan pelayanan 
publik 

 yang menimbulkan kerugian 
materiil dan/atau imateriil bagi 
masyarakat dan orang perseora- 
ngan’.

Berdasarkan wewenang yang di- 

berikan terhadap pegawai pemerin-

tah, maka terdapat hubungan antara 

Hukum Administrasi dengan Hukum 

Kepegawaian yang disebut sebagai 

openbare dienstbetrekking (hubu- 

ngan dinas publik) terhadap negara 

(pemerintah). Adapun openbare 

dientsbetrekking yang melekat pada 

hubungan hukum kepegawaian itu 

lebih merupakan hubungan sub-ordi-

natie antara atasan dengan bawahan 

(Philipus M. Hadjon, 2003). 

Dalam perkara ‘Dugaan Tipikor 

Penyimpangan Dana Bansos Kemas-

yarakatan pada Biro Kesra Setda 

Propinsi’ ini,  Asisten II Sekda Pro- 

pinsi selaku sub-ordinatie dan pelak-

sana administrasi merupakan bagian 

proses administrasi yang wajib me- 

laksanakan tugas administrasi di 

bidangnya. Oleh karena tidak ada 

bukti permasalahan di bidang proses 

administrasi (tidak ada kesalahan 

administratif) di bagian Asisten II 

Sekda Propinsi, maka  jika di kemu-

dian hari ada permasalahan, dapat 

dikatakan bahwa permasalahan ter- 

sebut merupakan kesalahan yang 

timbul tidak di ranah pengecekan 

persyaratan berkas permohonan 

dan pemberian rekomendasi oleh 

Asisten II Sekda Propinsi. 

Oleh karenanya, terhadap reko- 

mendasi Asisten II Sekda Propinsi 

selaku pelaksana pengecekan ‘pers-

yaratan berkas permohonan’, tidak 

dapat  dikatagorikan sebagai tinda-

kan mal-administrasi karena tidak 

termasuk dalam unsur-unsur mal- 

administrasi berdasarkan unsur-un-

sur Pasal 1 butir 3 UU ORI tersebut. 

Dalam hal pejabat TUN dinya-

takan bersalah oleh Jaksa penuntut 

umum, masih harus ditetapkan pula 

dimana ranah ‘letak kesalahan’ dan 

batas pertanggungjawabannya. Un- 

tuk itu, ada beberapa pandangan 

yang perlu diperhatikan, antara lain :

 Mengenai penetapan ranah ‘ke- 

salahan’, Indriyanto Seno Adji 

menyatakan : “....sangat sulit un- 

tuk membedakan kapan seorang 

aparatur negara itu melakukan 

perbuatan melawan hukum dan 

kapan dapat dikatakan melakukan 

penyalahgunaan wewenang. Ia 

berpendapat masalah itu masuk 

ke dalam area abu-abu (grey 

area)”. (Indriyanto Seno Adji, 

2014).

 Mengenai penegakan hukum da- 

lam ranah hukum administrasi 

negara menitik-beratkan pada 

pemulihan kerugian negara/ 

daerah. Hal ini harus dilak-

sanakan oleh Pejabat tata usaha 

negara (Pejabat TUN) sesuai 

ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan 

Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbenda-

haraan Negara. Pimpinan Instansi 

(Menteri/Kepala Badan/Ketua 

Lembaga/Gubernur/Walikota/Bu-

pati) perlu memerintahkan 

TPKN/D (Tim Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah) untuk 

melaksanakan penelitian dan 

verifikasi atas laporan hasil 

pemeriksaan/pengawasan yang 

berkedudukan sebagai informasi 

kerugian negara/daerah untuk 

selanjutnya dapat dinilai dan 

ditetapkan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan dengan dua cara :  

(1).  apabila penanggung jawab- 

nya bendahara dan Menteri/ 

Kepala Badan/Ketua Lem-

baga/Gubernur/Walikota/ 

Bupati. 

(2).  apabila penanggung jawab- 

nya pegawai negeri bukan 

bendahara/pejabat lain. 

 Keputusan Pejabat TUN 

( B P K / M e n t e r i / K e p a l a 

Badan / Ketua Lembaga/Gu-

bernur/Walikota/Bupati) 

merupakan bentuk peneta-

pan yang menjadi dasar 

untuk melakukan penagihan, 

sita, eksekusi atau pengha-

pusan kerugian negara/daer-

ah dimaksud. (Sikad, 2012)

 Apabila sudah dilakukan eksekusi 

atas putusan pengadilan untuk 

penggantian kerugian negara, 

dalam hal penetapan pembayaran 

uang pengganti dilakukan berupa 

uang bukan hukuman penjara, 

sesuai ketentuan dalam Pasal 42 

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Ganti 

Kerugian Negara terhadap Ben- 

dahara, dengan cara disetorkan ke 

kas negara/daerah, pelaksanaan 

surat keputusan pembebanan di- 

perhitungkan sesuai dengan nilai 

penggantian yang sudah disetor-

kan ke kas negara/daerah maka 

penanggung jawab kerugian 

negara/daerah dapat mengkom- 

pensasikan kewajibannya dengan 

membayar selisih lebih kerugian 

negara/daerah dengan berdasar-

kan pada jumlah kerugian nega-

ra/daerah yang ditetapkan dalam 

surat keputusan pembebanan.

 Namun, jika putusan pengadilan 

menetapkan bahwa dalam hal 

pembayaran uang pengganti 

bukan dilakukan dalam bentuk 

uang tetapi dalam bentuk hu- 

kuman penjara maka hal terse-

but tidak dapat dicatat dalam 

daftar kerugian negara/laporan 

keuangan sebagai angsuran/pelu-

nasan. Proses penagihan dan pe- 

nyelesaian dalam ranah hukum 

administrasi tetap harus dilak-

sanakan. 

 Dalam hal putusan pengadilan 

berupa uang pengganti sebagai 

tambahan hukuman penjara tidak 

dapat dilaksanakan maka penye- 

lesaian kerugian negara/daerah 

dimaksud dapat dilaksanakan 

menggunakan mekanisme peng-

hapusan. Hal tersebut sesuai 

dengan Fatwa Makamah Agung 

Nomor 040/KMA/III/2010 tang-

gal 29 Maret 2010 yang menya-

takan bahwa pengertian pemba-

yaran uang pengganti sebagai 

pidana tambahan sekalipun tu- 

juannya untuk memperkecil keru-

gian keuangan negara namun 

tidak identik atau sama dengan 

pengertian kerugian negara 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara yang jumlah- 

nya harus pasti dan ditetapkan 

oleh auditor negara dari BPK. 

Oleh karena itu Pasal 65, Pasal 66 

dan Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Ne- 

gara tidak tepat diterapkan, 

karena Pasal-pasal tersebut me- 

nyatakan bahwa  uang pengganti 

sebagai pidana tambahan bukan-

lah piutang negara yang harus 

ditagih oleh Panitia Urusan 

Piutang Negara (PUPN). Dalam 

lingkup hukum pidana yang 

pelaksanaan amar putusannya 

dilakukan Jaksa/Penuntut Umum 

dan bukan oleh Panitia Urusan 

Piutang Negara (PUPN).

Simpulan

Berdasarkan uraian fakta dan 

analisis hukum mengenai keterli-

batan Asisten II Sekda Propinsi ter- 

hadap perkara Penyimpangan Penya- 

luran Dana Bantuan Sosial Kema- 

syarakatan oleh Pemerintah Daerah, 

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Asisten II Sekda 

Propinsi dalam pengambilan Ke- 

putusan Gubernur tentang Dana 

Bansos Kemasyarakatan merupa-

kan bagian dari rangkaian proses 

administrasi Penyaluran Bantuan 

Sosial bukan merupakan keputu-

san dari pejabat yang berwenang 

karena bukan keputusan final. 

Oleh karenanya apabila ada 

kesalahan maka termasuk dalam 

‘kesalahan prosedur’ dan bukan 

‘penyalahgunaan wewenang’;

2. Pertanggungjawaban permasalah-

an (kesalahan administratif) yang 

timbul harus dilakukan secara 

berjenjang sesuai proses adminis-

tratifnya. Dalam kasus ini tidak 

ada kesalahan administratif yang 

dilakukan oleh Asisten II Sekda 

Propinsi selama berkas permo-

honan di tahap selanjutnya 

(tahap Sekda Propinsi dan tahap 

pengambilan Keputusan Guber-

nur) tidak dipermasalahkan. 

Terlebih lagi dalam perkara ini 

permasalahan tidak terjadi di 

ranah pengecekan persyaratan 

berkas permohonan yang menjadi 

wewenang Asisten II Sekda Pro- 

pinsi tetapi terjadi di ranah moni-

toring dan evaluasi setelah proses 

administrasi selesai (mendapat-

kan persetujuan Gubernur).

Saran Tindakan

Dalam perkara ‘Penyimpangan 

Penyaluran Dana Bantuan Sosial 

Kemasyarakatan oleh Pemerintah 

Daerah’ tersebut, posisi administratif 

Asisten II Sekda Propinsi tidak 

terbukti melakukan kesalahan admi- 

nistratif, Oleh karenanya, selama 

keberadaan pejabat/pegawai pelak-

sana administrasi sebagai bagian 

proses administrasi berupa tugas 

pengecekan persyaratan berkas per- 

mohonan tidak diimbangi dengan 

imbalan/balas jasa/gratifikasi da- 

lam bentuk apapun maka terhadap 

Asisten II Sekda Propinsi tidak dapat 

dikenakan tuntutan pidana.

Bahan Rujukan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Pengadilan Tata 

Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Ne- 

gara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2008 tentang Ombudsman RI

Keputusan Gubernur Nomor 040 

Tahun 2009

Keputusan Gubernur Nomor 188 

Tahun 2009

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hu- 

kum Administrasi Indonesia, edi- 

si revisi, Gajahmada University 

Press, Jogyakarta, 2003.

Indriyanto Seno Adji, Materi diskusi 

Asosiasi Pengajar Hukum Pidana 

dan Kriminologi (Aspehupiki) , 

Jakarta, 14-16 Maret 2014

SIKAD (Sistem Informasi Kerugian 

Daerah), Sistem Pemidanaan da- 

lam Pidana Ekonomi, BPK RI, 

Jakarta, 2 Oktober 2012

Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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 Bagan alir tersebut menunjukkan 

dengan jelas mekanisme Penyalu-

ran Dana Bantuan Sosial Biro 

Kesejahteraan Rakyat bulan Juli- 

Desember 2010 yang:

 menempatkan posisi Asisten II 

Sekda Propinsi sebagai salah 

satu bagian dari sebuah proses 

pengecekan persyaratan berkas 

permohonan;

 menempatkan Asisten II Sekda 

Propinsi di luar alur nota dinas 

yang telah disetujui Gubernur.

 Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa secara nyata :  

 Asisten II sebagai bagian dari 

proses administrasi Penyaluran 

Bantuan Sosial, wewenang Asis-

ten II hanya dinyatakan sebagai 

pemeriksa (pengecekan) berkas 

persyaratan berkas permohonan 

(bukan pengecekan ‘substansi’ 

berkas permohonan) dan kemu-

dian memberikan nota dinas/dis-

posisi persetujuan, sehingga apa- 

bila berkas persyaratan permo-

honan telah lengkap, maka dis- 

posisi persetujuan akan langsung 

diberikan. Mekanisme ini menun-

jukkan tidak adanya wewenang, 

tugas ataupun kewajiban bagi 

Asisten untuk pengecekan subs- 

tansi berkas yang notabene tidak 

ada wewenang untuk menghen-

tikan proses administrasi sepan-

jang berkas permohonan telah 

lengkap;

 Asisten II tidak ada kaitannya 

dengan nota dinas yang telah 

disetujui Gubernur yang notabe-

ne tidak ada kaitannya dengan 

pencairan dana dan pertanggung-

jawabannya, karena alur mekanis- 

me penyerahan nota dinas yang 

telah disetujui Gubernur langsung 

ditujukan ke KPA Biro Kesra 

(tidak lagi melalui Asisten II). 

Secara nyata tampak pula bahwa 

monitoring dan evaluasi pun di- 

laksanakan oleh Biro Kesra seba- 

gai penerima laporan pertanggu-

ngjawaban dari penerima bantuan 

sosial.

B. Pertanggung-jawaban Asisten 
II Sekda Propinsi dalam pen-
gambilan Keputusan Gubernur 
tentang Dana Bansos Kema- 
syarakatan.

Sebagaimana telah disebutkan da- 

lam bagian uraian fakta hukum di 

atas, dalam hal ‘Dugaan Tipikor 

Penyimpangan Dana Bansos Ke- 

masyarakatan pada Biro Kesra Setda 

Propinsi’ tersebut diawali dengan 

adanya Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPK RI atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Propinsi Tahun 

2010 (Laporan Hasil Pemeriksaan 

atas Sistem Pengendalian Intern No. 

14.B/ 2011) yang pada poin 12 men-

yatakan : 

 ‘....bahwa berdasarkan hasil pe- 

meriksaan atas pengelolaan atas 

laporan pertanggungjawaban ban- 

tuan sosial pada Biro Kesejahter-

aan Sosial diketahui bahwa Biro 

Kesra belum melakukan moni-

toring dan evaluasi atas pertang- 

gungjawaban penerima Bantuan 

Sosial secara optimal...’.

Pernyataan BPK RI ini sejalan 

dengan bagan alir SOP (juknis) dari 

Keutusan Gubernur 188/2009. Bah- 

wa harus dipilah mana ‘proses admi- 

nistrasi’ dan mana ‘monitoring dan 

evaluasi’. 

Berdasarkan uraian fakta tersebut, 

tampak jelas bahwa disposisi perse- 

tujuan Asisten II Sekda Propinsi 

(sebagai bagian dari proses pengece-

kan persyaratan berkas permohonan) 

tidak terkait dengan kewajiban mo- 

nitoring dan evaluasi atas pertang-

gungjawaban penerima Bantuan So- 

sial sehingga harus dipilah, mana 

lembaga yang melaksanakan tugas 

dan fungsi pengecekan persyaratan 

berkas permohonan dan mana lem- 

baga yang memiliki tugas, fungsi 

monitoring dan evaluasi atas per- 

tanggungjawaban penerima Bantuan 

Sosial. 

Dalam hal ini, permasalahan yang 

timbul berada di ranah monitoring 

dan evaluasi dan bukan di ranah 

pengecekan persyaratan berkas per- 

mohonan. Ditinjau dari tugas fungsi 

berdasarkan bagan alir butir 5 Kepu-

tusan Gubernur No. 188/2009 ten- 

tang Petunjuk Teknis Penyelengga-

raan Pelayanan Pemberian Bantuan 

Sosial tersebut, disposisi persetujuan 

Asisten II dalam proses Penyaluran 

Bantuan Sosial Kemasyarakatan me- 

rupakan proses adiministratif yang 

pertanggungjawabannya dilaku-

kan secara berjenjang sesuai alur 

proses administrasinya. 

Oleh Karen aitu, apabila ada 

kesalahan administrasi yang dila- 

kukan oleh Asisten II dalam melak-

sanakan tugas dan fungsi pengece-

kan persyaratan berkas permohonan, 

tidak dapat secara serta-merta 

dinyatakan sebagai mal-adminis-

trasi karena harus ditinjau dulu ting-

kat kesalahan administrasinya. Pasal 

1 butir 3 UU No. 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman RI (UU ORI) 

menyatakan bahwa unsur-unsur mal- 

administrasi adalah : 

 Perilaku atau perbuatan melawan 
hukum, 

 melampaui wewenang, 
 menggunakan wewenang untuk 

tujuan lain dari yang menjadi 
wewenang tersebut, termasuk 
kelalaian atau pengabaian kewa-
jiban hukum dalam penyelengga-
raan pelayanan publik yang dila- 
kukan oleh Penyelenggara Nega- 
ra dan pemerintahan, termasuk 
perseorangan yang membantu pe- 
merintah memberikan pelayanan 
publik 

 yang menimbulkan kerugian 
materiil dan/atau imateriil bagi 
masyarakat dan orang perseora- 
ngan’.

Berdasarkan wewenang yang di- 

berikan terhadap pegawai pemerin-

tah, maka terdapat hubungan antara 

Hukum Administrasi dengan Hukum 

Kepegawaian yang disebut sebagai 

openbare dienstbetrekking (hubu- 

ngan dinas publik) terhadap negara 

(pemerintah). Adapun openbare 

dientsbetrekking yang melekat pada 

hubungan hukum kepegawaian itu 

lebih merupakan hubungan sub-ordi-

natie antara atasan dengan bawahan 

(Philipus M. Hadjon, 2003). 

Dalam perkara ‘Dugaan Tipikor 

Penyimpangan Dana Bansos Kemas-

yarakatan pada Biro Kesra Setda 

Propinsi’ ini,  Asisten II Sekda Pro- 

pinsi selaku sub-ordinatie dan pelak-

sana administrasi merupakan bagian 

proses administrasi yang wajib me- 

laksanakan tugas administrasi di 

bidangnya. Oleh karena tidak ada 

bukti permasalahan di bidang proses 

administrasi (tidak ada kesalahan 

administratif) di bagian Asisten II 

Sekda Propinsi, maka  jika di kemu-

dian hari ada permasalahan, dapat 

dikatakan bahwa permasalahan ter- 

sebut merupakan kesalahan yang 

timbul tidak di ranah pengecekan 

persyaratan berkas permohonan 

dan pemberian rekomendasi oleh 

Asisten II Sekda Propinsi. 

Oleh karenanya, terhadap reko- 

mendasi Asisten II Sekda Propinsi 

selaku pelaksana pengecekan ‘pers-

yaratan berkas permohonan’, tidak 

dapat  dikatagorikan sebagai tinda-

kan mal-administrasi karena tidak 

termasuk dalam unsur-unsur mal- 

administrasi berdasarkan unsur-un-

sur Pasal 1 butir 3 UU ORI tersebut. 

Dalam hal pejabat TUN dinya-

takan bersalah oleh Jaksa penuntut 

umum, masih harus ditetapkan pula 

dimana ranah ‘letak kesalahan’ dan 

batas pertanggungjawabannya. Un- 

tuk itu, ada beberapa pandangan 

yang perlu diperhatikan, antara lain :

 Mengenai penetapan ranah ‘ke- 

salahan’, Indriyanto Seno Adji 

menyatakan : “....sangat sulit un- 

tuk membedakan kapan seorang 

aparatur negara itu melakukan 

perbuatan melawan hukum dan 

kapan dapat dikatakan melakukan 

penyalahgunaan wewenang. Ia 

berpendapat masalah itu masuk 

ke dalam area abu-abu (grey 

area)”. (Indriyanto Seno Adji, 

2014).

 Mengenai penegakan hukum da- 

lam ranah hukum administrasi 

negara menitik-beratkan pada 

pemulihan kerugian negara/ 

daerah. Hal ini harus dilak-

sanakan oleh Pejabat tata usaha 

negara (Pejabat TUN) sesuai 

ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan 

Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbenda-

haraan Negara. Pimpinan Instansi 

(Menteri/Kepala Badan/Ketua 

Lembaga/Gubernur/Walikota/Bu-

pati) perlu memerintahkan 

TPKN/D (Tim Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah) untuk 

melaksanakan penelitian dan 

verifikasi atas laporan hasil 

pemeriksaan/pengawasan yang 

berkedudukan sebagai informasi 

kerugian negara/daerah untuk 

selanjutnya dapat dinilai dan 

ditetapkan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan dengan dua cara :  

(1).  apabila penanggung jawab- 

nya bendahara dan Menteri/ 

Kepala Badan/Ketua Lem-

baga/Gubernur/Walikota/ 

Bupati. 

(2).  apabila penanggung jawab- 

nya pegawai negeri bukan 

bendahara/pejabat lain. 

 Keputusan Pejabat TUN 

( B P K / M e n t e r i / K e p a l a 

Badan / Ketua Lembaga/Gu-

bernur/Walikota/Bupati) 

merupakan bentuk peneta-

pan yang menjadi dasar 

untuk melakukan penagihan, 

sita, eksekusi atau pengha-

pusan kerugian negara/daer-

ah dimaksud. (Sikad, 2012)

 Apabila sudah dilakukan eksekusi 

atas putusan pengadilan untuk 

penggantian kerugian negara, 

dalam hal penetapan pembayaran 

uang pengganti dilakukan berupa 

uang bukan hukuman penjara, 

sesuai ketentuan dalam Pasal 42 

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Ganti 

Kerugian Negara terhadap Ben- 

dahara, dengan cara disetorkan ke 

kas negara/daerah, pelaksanaan 

surat keputusan pembebanan di- 

perhitungkan sesuai dengan nilai 

penggantian yang sudah disetor-

kan ke kas negara/daerah maka 

penanggung jawab kerugian 

negara/daerah dapat mengkom- 

pensasikan kewajibannya dengan 

membayar selisih lebih kerugian 

negara/daerah dengan berdasar-

kan pada jumlah kerugian nega-

ra/daerah yang ditetapkan dalam 

surat keputusan pembebanan.

 Namun, jika putusan pengadilan 

menetapkan bahwa dalam hal 

pembayaran uang pengganti 

bukan dilakukan dalam bentuk 

uang tetapi dalam bentuk hu- 

kuman penjara maka hal terse-

but tidak dapat dicatat dalam 

daftar kerugian negara/laporan 

keuangan sebagai angsuran/pelu-

nasan. Proses penagihan dan pe- 

nyelesaian dalam ranah hukum 

administrasi tetap harus dilak-

sanakan. 

 Dalam hal putusan pengadilan 

berupa uang pengganti sebagai 

tambahan hukuman penjara tidak 

dapat dilaksanakan maka penye- 

lesaian kerugian negara/daerah 

dimaksud dapat dilaksanakan 

menggunakan mekanisme peng-

hapusan. Hal tersebut sesuai 

dengan Fatwa Makamah Agung 

Nomor 040/KMA/III/2010 tang-

gal 29 Maret 2010 yang menya-

takan bahwa pengertian pemba-

yaran uang pengganti sebagai 

pidana tambahan sekalipun tu- 

juannya untuk memperkecil keru-

gian keuangan negara namun 

tidak identik atau sama dengan 

pengertian kerugian negara 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara yang jumlah- 

nya harus pasti dan ditetapkan 

oleh auditor negara dari BPK. 

Oleh karena itu Pasal 65, Pasal 66 

dan Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Ne- 

gara tidak tepat diterapkan, 

karena Pasal-pasal tersebut me- 

nyatakan bahwa  uang pengganti 

sebagai pidana tambahan bukan-

lah piutang negara yang harus 

ditagih oleh Panitia Urusan 

Piutang Negara (PUPN). Dalam 

lingkup hukum pidana yang 

pelaksanaan amar putusannya 

dilakukan Jaksa/Penuntut Umum 

dan bukan oleh Panitia Urusan 

Piutang Negara (PUPN).

Simpulan

Berdasarkan uraian fakta dan 

analisis hukum mengenai keterli-

batan Asisten II Sekda Propinsi ter- 

hadap perkara Penyimpangan Penya- 

luran Dana Bantuan Sosial Kema- 

syarakatan oleh Pemerintah Daerah, 

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Asisten II Sekda 

Propinsi dalam pengambilan Ke- 

putusan Gubernur tentang Dana 

Bansos Kemasyarakatan merupa-

kan bagian dari rangkaian proses 

administrasi Penyaluran Bantuan 

Sosial bukan merupakan keputu-

san dari pejabat yang berwenang 

karena bukan keputusan final. 

Oleh karenanya apabila ada 

kesalahan maka termasuk dalam 

‘kesalahan prosedur’ dan bukan 

‘penyalahgunaan wewenang’;

2. Pertanggungjawaban permasalah-

an (kesalahan administratif) yang 

timbul harus dilakukan secara 

berjenjang sesuai proses adminis-

tratifnya. Dalam kasus ini tidak 

ada kesalahan administratif yang 

dilakukan oleh Asisten II Sekda 

Propinsi selama berkas permo-

honan di tahap selanjutnya 

(tahap Sekda Propinsi dan tahap 

pengambilan Keputusan Guber-

nur) tidak dipermasalahkan. 

Terlebih lagi dalam perkara ini 

permasalahan tidak terjadi di 

ranah pengecekan persyaratan 

berkas permohonan yang menjadi 

wewenang Asisten II Sekda Pro- 

pinsi tetapi terjadi di ranah moni-

toring dan evaluasi setelah proses 

administrasi selesai (mendapat-

kan persetujuan Gubernur).

Saran Tindakan

Dalam perkara ‘Penyimpangan 

Penyaluran Dana Bantuan Sosial 

Kemasyarakatan oleh Pemerintah 

Daerah’ tersebut, posisi administratif 

Asisten II Sekda Propinsi tidak 

terbukti melakukan kesalahan admi- 

nistratif, Oleh karenanya, selama 

keberadaan pejabat/pegawai pelak-

sana administrasi sebagai bagian 

proses administrasi berupa tugas 

pengecekan persyaratan berkas per- 

mohonan tidak diimbangi dengan 

imbalan/balas jasa/gratifikasi da- 

lam bentuk apapun maka terhadap 

Asisten II Sekda Propinsi tidak dapat 

dikenakan tuntutan pidana.
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Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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 Bagan alir tersebut menunjukkan 

dengan jelas mekanisme Penyalu-

ran Dana Bantuan Sosial Biro 

Kesejahteraan Rakyat bulan Juli- 

Desember 2010 yang:

 menempatkan posisi Asisten II 

Sekda Propinsi sebagai salah 

satu bagian dari sebuah proses 

pengecekan persyaratan berkas 

permohonan;

 menempatkan Asisten II Sekda 

Propinsi di luar alur nota dinas 

yang telah disetujui Gubernur.

 Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa secara nyata :  

 Asisten II sebagai bagian dari 

proses administrasi Penyaluran 

Bantuan Sosial, wewenang Asis-

ten II hanya dinyatakan sebagai 

pemeriksa (pengecekan) berkas 

persyaratan berkas permohonan 

(bukan pengecekan ‘substansi’ 

berkas permohonan) dan kemu-

dian memberikan nota dinas/dis-

posisi persetujuan, sehingga apa- 

bila berkas persyaratan permo-

honan telah lengkap, maka dis- 

posisi persetujuan akan langsung 

diberikan. Mekanisme ini menun-

jukkan tidak adanya wewenang, 

tugas ataupun kewajiban bagi 

Asisten untuk pengecekan subs- 

tansi berkas yang notabene tidak 

ada wewenang untuk menghen-

tikan proses administrasi sepan-

jang berkas permohonan telah 

lengkap;

 Asisten II tidak ada kaitannya 

dengan nota dinas yang telah 

disetujui Gubernur yang notabe-

ne tidak ada kaitannya dengan 

pencairan dana dan pertanggung-

jawabannya, karena alur mekanis- 

me penyerahan nota dinas yang 

telah disetujui Gubernur langsung 

ditujukan ke KPA Biro Kesra 

(tidak lagi melalui Asisten II). 

Secara nyata tampak pula bahwa 

monitoring dan evaluasi pun di- 

laksanakan oleh Biro Kesra seba- 

gai penerima laporan pertanggu-

ngjawaban dari penerima bantuan 

sosial.

B. Pertanggung-jawaban Asisten 
II Sekda Propinsi dalam pen-
gambilan Keputusan Gubernur 
tentang Dana Bansos Kema- 
syarakatan.

Sebagaimana telah disebutkan da- 

lam bagian uraian fakta hukum di 

atas, dalam hal ‘Dugaan Tipikor 

Penyimpangan Dana Bansos Ke- 

masyarakatan pada Biro Kesra Setda 

Propinsi’ tersebut diawali dengan 

adanya Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPK RI atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Propinsi Tahun 

2010 (Laporan Hasil Pemeriksaan 

atas Sistem Pengendalian Intern No. 

14.B/ 2011) yang pada poin 12 men-

yatakan : 

 ‘....bahwa berdasarkan hasil pe- 

meriksaan atas pengelolaan atas 

laporan pertanggungjawaban ban- 

tuan sosial pada Biro Kesejahter-

aan Sosial diketahui bahwa Biro 

Kesra belum melakukan moni-

toring dan evaluasi atas pertang- 

gungjawaban penerima Bantuan 

Sosial secara optimal...’.

Pernyataan BPK RI ini sejalan 

dengan bagan alir SOP (juknis) dari 

Keutusan Gubernur 188/2009. Bah- 

wa harus dipilah mana ‘proses admi- 

nistrasi’ dan mana ‘monitoring dan 

evaluasi’. 

Berdasarkan uraian fakta tersebut, 

tampak jelas bahwa disposisi perse- 

tujuan Asisten II Sekda Propinsi 

(sebagai bagian dari proses pengece-

kan persyaratan berkas permohonan) 

tidak terkait dengan kewajiban mo- 

nitoring dan evaluasi atas pertang-

gungjawaban penerima Bantuan So- 

sial sehingga harus dipilah, mana 

lembaga yang melaksanakan tugas 

dan fungsi pengecekan persyaratan 

berkas permohonan dan mana lem- 

baga yang memiliki tugas, fungsi 

monitoring dan evaluasi atas per- 

tanggungjawaban penerima Bantuan 

Sosial. 

Dalam hal ini, permasalahan yang 

timbul berada di ranah monitoring 

dan evaluasi dan bukan di ranah 

pengecekan persyaratan berkas per- 

mohonan. Ditinjau dari tugas fungsi 

berdasarkan bagan alir butir 5 Kepu-

tusan Gubernur No. 188/2009 ten- 

tang Petunjuk Teknis Penyelengga-

raan Pelayanan Pemberian Bantuan 

Sosial tersebut, disposisi persetujuan 

Asisten II dalam proses Penyaluran 

Bantuan Sosial Kemasyarakatan me- 

rupakan proses adiministratif yang 

pertanggungjawabannya dilaku-

kan secara berjenjang sesuai alur 

proses administrasinya. 

Oleh Karen aitu, apabila ada 

kesalahan administrasi yang dila- 

kukan oleh Asisten II dalam melak-

sanakan tugas dan fungsi pengece-

kan persyaratan berkas permohonan, 

tidak dapat secara serta-merta 

dinyatakan sebagai mal-adminis-

trasi karena harus ditinjau dulu ting-

kat kesalahan administrasinya. Pasal 

1 butir 3 UU No. 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman RI (UU ORI) 

menyatakan bahwa unsur-unsur mal- 

administrasi adalah : 

 Perilaku atau perbuatan melawan 
hukum, 

 melampaui wewenang, 
 menggunakan wewenang untuk 

tujuan lain dari yang menjadi 
wewenang tersebut, termasuk 
kelalaian atau pengabaian kewa-
jiban hukum dalam penyelengga-
raan pelayanan publik yang dila- 
kukan oleh Penyelenggara Nega- 
ra dan pemerintahan, termasuk 
perseorangan yang membantu pe- 
merintah memberikan pelayanan 
publik 

 yang menimbulkan kerugian 
materiil dan/atau imateriil bagi 
masyarakat dan orang perseora- 
ngan’.

Berdasarkan wewenang yang di- 

berikan terhadap pegawai pemerin-

tah, maka terdapat hubungan antara 

Hukum Administrasi dengan Hukum 

Kepegawaian yang disebut sebagai 

openbare dienstbetrekking (hubu- 

ngan dinas publik) terhadap negara 

(pemerintah). Adapun openbare 

dientsbetrekking yang melekat pada 

hubungan hukum kepegawaian itu 

lebih merupakan hubungan sub-ordi-

natie antara atasan dengan bawahan 

(Philipus M. Hadjon, 2003). 

Dalam perkara ‘Dugaan Tipikor 

Penyimpangan Dana Bansos Kemas-

yarakatan pada Biro Kesra Setda 

Propinsi’ ini,  Asisten II Sekda Pro- 

pinsi selaku sub-ordinatie dan pelak-

sana administrasi merupakan bagian 

proses administrasi yang wajib me- 

laksanakan tugas administrasi di 

bidangnya. Oleh karena tidak ada 

bukti permasalahan di bidang proses 

administrasi (tidak ada kesalahan 

administratif) di bagian Asisten II 

Sekda Propinsi, maka  jika di kemu-

dian hari ada permasalahan, dapat 

dikatakan bahwa permasalahan ter- 

sebut merupakan kesalahan yang 

timbul tidak di ranah pengecekan 

persyaratan berkas permohonan 

dan pemberian rekomendasi oleh 

Asisten II Sekda Propinsi. 

Oleh karenanya, terhadap reko- 

mendasi Asisten II Sekda Propinsi 

selaku pelaksana pengecekan ‘pers-

yaratan berkas permohonan’, tidak 

dapat  dikatagorikan sebagai tinda-

kan mal-administrasi karena tidak 

termasuk dalam unsur-unsur mal- 

administrasi berdasarkan unsur-un-

sur Pasal 1 butir 3 UU ORI tersebut. 

Dalam hal pejabat TUN dinya-

takan bersalah oleh Jaksa penuntut 

umum, masih harus ditetapkan pula 

dimana ranah ‘letak kesalahan’ dan 

batas pertanggungjawabannya. Un- 

tuk itu, ada beberapa pandangan 

yang perlu diperhatikan, antara lain :

 Mengenai penetapan ranah ‘ke- 

salahan’, Indriyanto Seno Adji 

menyatakan : “....sangat sulit un- 

tuk membedakan kapan seorang 

aparatur negara itu melakukan 

perbuatan melawan hukum dan 

kapan dapat dikatakan melakukan 

penyalahgunaan wewenang. Ia 

berpendapat masalah itu masuk 

ke dalam area abu-abu (grey 

area)”. (Indriyanto Seno Adji, 

2014).

 Mengenai penegakan hukum da- 

lam ranah hukum administrasi 

negara menitik-beratkan pada 

pemulihan kerugian negara/ 

daerah. Hal ini harus dilak-

sanakan oleh Pejabat tata usaha 

negara (Pejabat TUN) sesuai 

ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan 

Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbenda-

haraan Negara. Pimpinan Instansi 

(Menteri/Kepala Badan/Ketua 

Lembaga/Gubernur/Walikota/Bu-

pati) perlu memerintahkan 

TPKN/D (Tim Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah) untuk 

melaksanakan penelitian dan 

verifikasi atas laporan hasil 

pemeriksaan/pengawasan yang 

berkedudukan sebagai informasi 

kerugian negara/daerah untuk 

selanjutnya dapat dinilai dan 

ditetapkan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan dengan dua cara :  

(1).  apabila penanggung jawab- 

nya bendahara dan Menteri/ 

Kepala Badan/Ketua Lem-

baga/Gubernur/Walikota/ 

Bupati. 

(2).  apabila penanggung jawab- 

nya pegawai negeri bukan 

bendahara/pejabat lain. 

 Keputusan Pejabat TUN 

( B P K / M e n t e r i / K e p a l a 

Badan / Ketua Lembaga/Gu-

bernur/Walikota/Bupati) 

merupakan bentuk peneta-

pan yang menjadi dasar 

untuk melakukan penagihan, 

sita, eksekusi atau pengha-

pusan kerugian negara/daer-

ah dimaksud. (Sikad, 2012)

 Apabila sudah dilakukan eksekusi 

atas putusan pengadilan untuk 

penggantian kerugian negara, 

dalam hal penetapan pembayaran 

uang pengganti dilakukan berupa 

uang bukan hukuman penjara, 

sesuai ketentuan dalam Pasal 42 

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Ganti 

Kerugian Negara terhadap Ben- 

dahara, dengan cara disetorkan ke 

kas negara/daerah, pelaksanaan 

surat keputusan pembebanan di- 

perhitungkan sesuai dengan nilai 

penggantian yang sudah disetor-

kan ke kas negara/daerah maka 

penanggung jawab kerugian 

negara/daerah dapat mengkom- 

pensasikan kewajibannya dengan 

membayar selisih lebih kerugian 

negara/daerah dengan berdasar-

kan pada jumlah kerugian nega-

ra/daerah yang ditetapkan dalam 

surat keputusan pembebanan.

 Namun, jika putusan pengadilan 

menetapkan bahwa dalam hal 

pembayaran uang pengganti 

bukan dilakukan dalam bentuk 

uang tetapi dalam bentuk hu- 

kuman penjara maka hal terse-

but tidak dapat dicatat dalam 

daftar kerugian negara/laporan 

keuangan sebagai angsuran/pelu-

nasan. Proses penagihan dan pe- 

nyelesaian dalam ranah hukum 

administrasi tetap harus dilak-

sanakan. 

 Dalam hal putusan pengadilan 

berupa uang pengganti sebagai 

tambahan hukuman penjara tidak 

dapat dilaksanakan maka penye- 

lesaian kerugian negara/daerah 

dimaksud dapat dilaksanakan 

menggunakan mekanisme peng-

hapusan. Hal tersebut sesuai 

dengan Fatwa Makamah Agung 

Nomor 040/KMA/III/2010 tang-

gal 29 Maret 2010 yang menya-

takan bahwa pengertian pemba-

yaran uang pengganti sebagai 

pidana tambahan sekalipun tu- 

juannya untuk memperkecil keru-

gian keuangan negara namun 

tidak identik atau sama dengan 

pengertian kerugian negara 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara yang jumlah- 

nya harus pasti dan ditetapkan 

oleh auditor negara dari BPK. 

Oleh karena itu Pasal 65, Pasal 66 

dan Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Ne- 

gara tidak tepat diterapkan, 

karena Pasal-pasal tersebut me- 

nyatakan bahwa  uang pengganti 

sebagai pidana tambahan bukan-

lah piutang negara yang harus 

ditagih oleh Panitia Urusan 

Piutang Negara (PUPN). Dalam 

lingkup hukum pidana yang 

pelaksanaan amar putusannya 

dilakukan Jaksa/Penuntut Umum 

dan bukan oleh Panitia Urusan 

Piutang Negara (PUPN).

Simpulan

Berdasarkan uraian fakta dan 

analisis hukum mengenai keterli-

batan Asisten II Sekda Propinsi ter- 

hadap perkara Penyimpangan Penya- 

luran Dana Bantuan Sosial Kema- 

syarakatan oleh Pemerintah Daerah, 

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rekomendasi Asisten II Sekda 

Propinsi dalam pengambilan Ke- 

putusan Gubernur tentang Dana 

Bansos Kemasyarakatan merupa-

kan bagian dari rangkaian proses 

administrasi Penyaluran Bantuan 

Sosial bukan merupakan keputu-

san dari pejabat yang berwenang 

karena bukan keputusan final. 

Oleh karenanya apabila ada 

kesalahan maka termasuk dalam 

‘kesalahan prosedur’ dan bukan 

‘penyalahgunaan wewenang’;

2. Pertanggungjawaban permasalah-

an (kesalahan administratif) yang 

timbul harus dilakukan secara 

berjenjang sesuai proses adminis-

tratifnya. Dalam kasus ini tidak 

ada kesalahan administratif yang 

dilakukan oleh Asisten II Sekda 

Propinsi selama berkas permo-

honan di tahap selanjutnya 

(tahap Sekda Propinsi dan tahap 

pengambilan Keputusan Guber-

nur) tidak dipermasalahkan. 

Terlebih lagi dalam perkara ini 

permasalahan tidak terjadi di 

ranah pengecekan persyaratan 

berkas permohonan yang menjadi 

wewenang Asisten II Sekda Pro- 

pinsi tetapi terjadi di ranah moni-

toring dan evaluasi setelah proses 

administrasi selesai (mendapat-

kan persetujuan Gubernur).

Saran Tindakan

Dalam perkara ‘Penyimpangan 

Penyaluran Dana Bantuan Sosial 

Kemasyarakatan oleh Pemerintah 

Daerah’ tersebut, posisi administratif 

Asisten II Sekda Propinsi tidak 

terbukti melakukan kesalahan admi- 

nistratif, Oleh karenanya, selama 

keberadaan pejabat/pegawai pelak-

sana administrasi sebagai bagian 

proses administrasi berupa tugas 

pengecekan persyaratan berkas per- 

mohonan tidak diimbangi dengan 

imbalan/balas jasa/gratifikasi da- 

lam bentuk apapun maka terhadap 

Asisten II Sekda Propinsi tidak dapat 

dikenakan tuntutan pidana.
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Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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Pendahuluan dan Masalah Preala-

bel

Keberadaan BUMN di Indonesia 

sebagai salah satu pelaku ekonomi 

(badan usaha) di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pemba- 

ngunan ekonomi nasional. Kegiatan 

BUMN pada dasarnya untuk mem-

bantu kebutuhan masyarakat Indone-

sia di segala bidang, agar kesejahte- 

raan masyarakat lebih terjamin dan 

tidak tergantung pada produk luar 

negeri. Seiring dengan perkemba- 

ngan ekonomi dunia yang semakin 

maju, dibutuhkan kompetisi dan 

efektivitas badan usaha BUMN. 

Proses restrukturisasi sangat dibu-

tuhkan untuk perbaikan manajemen 

internal sebuah perusahaan khusus- 

nya BUMN. Demikian pula privati-

sasi yang dilakukan dengan proses 

yang sehat dan tujuan yang jernih 

sesuai dengan maksud dilakukannya 

privatisasi dalam Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ba- 

dan Usaha Milik Negara (UU 

BUMN) Pasal 74 ayat (1) yang men-

jelaskan : 

"Privatisasi dilakukan dengan 
maksud untuk :
a. Memperluas kepemilikan ma- 

syarakat atas persero ;
b. Meningkatkan efisiensi dan pro- 

duktivitas perusahaan ;
c. menciptakan struktur keuangan 

dan manajemen keuangan yang 
baik/kuat;

d. Menciptakan struktur industri 
yang sehat dan kompetitif ;

e. Menciptakan persero yang ber- 
daya saing dan berorientasi glo- 
bal;

f. Menumbuhkan iklim usaha, eko- 
nomi makro, dan kapasitas 
pasar.”

Proses privatisasi yang dilakukan 

dengan mengindahkan ketentuan 

Pasal di atas akan menciptakan peru-

sahaan BUMN tetap eksis dan dapat 

berusaha untuk kepentingan bersama 

memenuhi kebutuhan negara dan 

masyarakat banyak. Kebijakan pri- 

vatisasi BUMN yang dilakukan Pe- 

merintah Indonesia selama ini men-

jadi masalah fundamental terutama 

bagi kehidupan masyarakat di Indo-

nesia. 

Kondisi dan Aspek Historis 
BUMN di Indonesia.

Pendirian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia diawa-

li oleh aspek historis pasca kemer- 

dekaan Tahun 1945. Tujuannya ada- 

lah untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Ditambah lagi oleh kondi-

si riil Indonesia pada saat itu, yang 

hanya memiliki sumber daya alam 

(SDA) yang melimpah dan sumber 

daya manusia (SDM), sedangkan 

teknologi dan sumber daya modal 

untuk menggarap SDA belum terse-

dia maksimal.

Pada saat dibentuknya UUD 1945 

khususnya Pasal 33, ada orientasi 

filosofis yang salah satunya adalah 

agar negara/pemerintah mengambil 

peran aktif dengan cara membentuk 

badan usaha yang disebut BUMN. 

Negara diharapkan mendominasi 

peran terhadap segala aspek kebija-

kan ekonomi dan hukum untuk men-

stabilisasi kondisi pembangunan 

Indonesia. Selama Pasal 33 tetap 

tertera di konstitusi UUD 1945, 

negara masih tetap akan mengambil 

peran dalam kegiatan ekonomi 

(Riant  et.all, 2008:58).

Peran negara dalam kegiatan 

ekonomi pasca kemerdekaan dida- 

sarkan pada beberapa pertimbangan 

yaitu :

a) Keadaan negara yang baru merde-
ka terlepas dari penjajahan fisik 
sehingga belum memiliki social 
overhead capital;

b) Besarnya kerugian yang ditang- 
gung Indonesia akibat peperan-
gan;

c) Terpinggirkannya pengusaha pri- 
bumi oleh pengusaha keturunan 
Arab, Cina, dan Eropa (Rian 
et.all, 2008:3-4).

Strategi negara untuk mengambil 

peran tersebut dilakukan dengan cara 

menasionalisasi beberapa perusa-

haan asing terutama perusahaan 

Belanda yang banyak menguasai 

bidang infrastruktur, di antaranya :

1) Bidang Telekomunikasi. Post, 

Telegraph en Telephone Dienst 

dinasionalisasi menjadi Jawatan 

Pos, Telegraph, dan Telepon 

(JPTT). Pada Tahun 1961 JPTT 

diubah menjadi Perusahaan Ne- 

gara Pos Giro dan Telekomunika-

si (PN Postel. Pada Tahun 1965 

PN Postel dipecah menjadi dua 

perusahaan yaitu Perusahaan Pos 

dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 

Perusahaan Negara Telekomuni-

kasi (PN Telekomunikasi). Pada 

Tahun 1974 PN Telekomunikasi 

distandarisasi menjadi Perusa-

haan Umum Telekomunikasi (Pe- 

rumtel) yang bergerak di bidang 

jasa telekomunikasi dalam jang-

kauan nasional dan internasional. 

Perumtel kemudian disesuaikan 

lagi menjadi Perusahaan Perse-

roan (Persero) yang dibagi dua 

yaitu PT Telekomunikasi (dising-

kat PT Telkom) yang bergerak di 

bidang jasa telekomunikasi dalam 

negeri, dan PT Indosat yang 

bergerak di  bidang jasa teleko-

munikasi luar negeri.

2) Bidang Transportasi. Batavie Ver- 

keers Mij dan Deli Spoorweg Mij, 

dinasionalisasi menjadi Djawatan 

Kereta Api (DKA); KLM dinasi-

onalisasi menjadi Garuda Indone-

sia Airways.

Ternyata kebijakan nasionalisasi 

pemerintahan Soekarno secara eko- 

nomis belum efektif karena tidak 

didukung tersedianya dana yang 

cukup yang dimiliki pemerintah 

Indonesia. Terbukti kebijakan nasio- 

nalisasi justru menambah beban 

anggaran ekonomi negara untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

BUMN sehingga APBN menjadi 

membengkak. Pada tahun 1961 terja-

di krisis pangan akibat gagal panen 

besar-besaran dan tidak tercukupinya 

stok impor beras. Inflasi mencapai 

95 %, dan  tahun 1965 inflasi bertam-

bah menjadi 605%. Upaya untuk 

mengatasi hiperinflasi, pemerintah 

mengeluarkan Penetapan Presiden 

Nomor 27 Tahun 1965 tertanggal 13 

Desember 1965. Kondisi ini bertam-

bah buruk waktu pemerintahan 

Soeharto yang dikenal orde baru 

baru terbentuk.

Pemerintahan Soeharto lebih 

cenderung menerapkan asas ekono- 

mi pragmatis artinya tindakan eko- 

nomi politik pemerintah menitikbe- 

ratkan pada unsur kemanfaatan yang 

dilakukan oleh para teknokrat yang 

sebagian besar bermazhab pada 

ekonomi liberal seperti Ali Wardha-

na, Widjoyo Nitisastro, Emil Salim, 

dan yang lain serta didukung oleh 

militer. Kebijakan pemerintah mulai 

open terhadap arus modal asing 

khususnya negara barat. Peran nega- 

ra dalam kegiatan ekonomi mulai 

dikurangi dan menyerahkan seba- 

giannya pada peran sektor swasta. Di 

bidang perundang-undangan keluar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Penanaman Modal 

Asing dan diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang Perubahan dan Penambahan 

Undang-Undang  Penanaman Modal 

Asing, dan  Undang-Undang Nomor  

6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1970 tentang Perubahan dan 

Penambahan Undang-Undang  Pena-

naman Modal Dalam Negeri, yang 

saat ini sudah diganti dengan UU 

Penanaman Modal yang baru yaitu 

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM).

Kebijakan pemerintah orba yang 

terlalu lentur pada kegiatan ekonomi 

nasional khususnya pengontrolan 

yang lemah pada arus modal asing 

dan penekanan pada ekonomi makro 

versi liberal menyebabkan membe-

sarnya tindakan pinjaman/hutang 

yang sebagian besar dilakukan oleh 

pengusaha swasta. Pinjaman ke luar 

negeri yang sangat besar dan tidak 

bisa dibayarkan sampai jatuh tempo, 

berakibat pada aksi besar-besaran 

masyarakat Indonesia untuk membe-

li/menukarkan mata uang rupiah ke 

mata uang asing terutama dollar, 

yang akhirnya krisis moneter (eko- 

nomi) dan krisis kepercayaan ma- 

syarakat pada pemerintah orba terja-

di (pada tahun 1997). 

Eksistensi BUMN dari sisi mana-

jemen struktural (di masa orba) ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

masa Soekarno. Salah satunya ada- 

lah dibentuknya kementerian khusus 

di bidang pengelolaan BUMN yang 

sekaligus merangkap ketua dewan 

pengelolaan BUMN. Penguasaan 

orang-orang profesional dalam struk-

tur internal perusahaan BUMN mulai 

diusahakan (meskipun background 

keilmuannya berkiblat ke negara 

barat) untuk membangun  BUMN 

yang mampu berdaya saing global.

Di masa pasca orba yang dikenal 

dengan masa reformasi, kegiatan dan 

keberadaan BUMN sudah mulai 

tertata. Orientasi instan birokrasi 

untuk mendapatkan keuntungan se- 

cepat mungkin dan semudah mung- 

kin masih tidak bisa dihilangkan, 

sebagai contoh divestasi (dalam 

rangka privatisasi) sebagian saham 

PT. Telkom dan PT. Indosat ke inves-

tor asing yang sarat kepentingan 

ekonomi birokrasi pemerintahan.

BUMN  dan Privatisasi  di Indone-

sia.

Konsep privatisasi dalam dua 

puluh lima tahun terakhir dan ke 

depan akan tetap menjadi ikon 

peradaban perekonomian di dunia. 

Privatisasi menjadi terkenal setelah 

batas negara semakin melemah da- 

lam aktivitas perekonomian dunia. 

Kegiatan pelaku ekonomi baik se- 

cara individual maupun kelompok 

badan usaha merubah skat negara 

sehingga yang akan terjadi ke depan 

adalah kompetensi fungsional antar 

para pelaku ekonomi.

Ada banyak pendapat tentang 

pengertian privatisasi, di antaranya :

1) Pendapat dari Joseph Stiglitz 

(mantan presiden bank dunia) 

(Rian et.all, 2008:58)

  “Privatisasi merupakan lawan 
dari nasionalisasi. Privatisasi di- 
sebut sebagai proses konversi dari 
perusahaan negara menjadi peru-
sahaan swasta, sedangkan nasio- 
nalisasi adalah proses pengkon-
versian perusahaan swasta 

(private enterprise) menjadi peru-
sahaan negara (public enter-
prise).”  

2) Pendapat Revrisond Baswir 

(Revrisond & Gatut, 2008:75)

 “Privatisasi difahami sebagai se- 
buah proses sistematis untuk me- 
mindahkan status kepemilikan 
BUMN/kekayaan publik dari se- 
luruh anggota masyarakat kepada 
para pemilik modal/swasta.” 

3) Bunyi ketentuan Undang Undang 

RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara  

(Pasal 1 angka 12 UU BUMN)

 “Privatisasi adalah penjualan sa- 
ham Persero, baik sebagian mau- 
pun seluruhnya, kepada pihak lain 
dalam rangka meningkatkan ki- 
nerja dan nilai perusahaan, mem-
perbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas 
pemilikan saham oleh masya- 
rakat.”

5) Pendapat Bacelius Ruru (Barce-

lius Ruru dalam K. Hadi et.all, 

1997:324)

 “Privatisasi tidak harus diartikan 
mengalihkan saham BUMN pada 
swasta melalui Go publik, me- 
lainkan termasuk juga upaya lain 
yang bertujuan untuk mengikut-
sertakan swasta masuk ke dalam 
BUMN melalui bagun operasikan 
dan alihkan (build operate and 
transfer/BOT), bangun operasi- 
kan dan miliki (build operate and 
owned/BOO), kontrak manaje-
men, kerjasama operasi dan 
penjualan saham pada partner 
strategis (direct placement).” 

Privatisasi (dalam arti sempit) 

juga dikenal dengan denasionalisasi, 

artinya mendivestasi aset atau saham 

perusahaan negara ke pihak swasta. 

Kejanggalan yang akan timbul ada- 

lah perusahaan negara yang mana 

yang diperbolehkan didivestasi ke 

pihak swasta terutama pada pihak 

asing. Apakah perusahaan negara 

yang bergerak di bidang produksi 

yang penting bagi negara dan me- 

nguasai hajat hidup orang banyak, 

(sesuai dengan amanah yang ada 

dalam Pasal 33 UUD 1945) termasuk 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

khususnya investor asing. Kondisi 

ini akan menjadi masalah bagi Indo-

nesia, karena pemerintah Indonesia 

masih ragu dalam menetapkan indi- 

kator perusahaan negara sesuai de- 

ngan konstitusi UUD 1945. Meski-

pun sudah ada ketentuan tentang 

negative list bidang usaha bagi 

investor asing, akan tetapi khusus 

tentang penerapan Pasal 33  UUD 

1945 masih multipretatif.  

Privatisasi (dalam arti yang lebih 

luas) menempatkan denasionalisasi 

sebagai salah satu unsur. Unsur yang 

lain adalah pengalihan fungsi dari 

sektor publik ke sektor swasta. 

Setelah adanya proses divestasi 

aset/saham perusahaan negara ke 

sektor swasta, sudah tentu diikuti 

oleh proses pengalihan peran dalam 

struktur manajemen perusahaan. Be- 

rarti dalam konteks ini, dua unsur 

tersebut menjadi satu kesatuan dalam 

konsep privatisasi. 

Beberapa tujuan privatisasi 

adalah untuk memberikan kontribusi 

finansial pada negara dan badan 

usaha, mempercepat penerapan prin-

sip good corporate governance, 

membuka akses ke pasar internasio- 

nal, serta alih teknologi dan transfer 

best practice pada badan usaha (Rian 

et.all, 2008:58).

 UU BUMN merumuskan dalam 

Pasal 74 ayat (2) Yaitu : 

 ”Privatisisasi dilakukan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kiner-
ja dan nilai tambah perusahaan 
dan meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pemilikan sa- 
ham persero. ”

Tujuan alamiah yang terjadi da- 

lam privatisasi akhirnya memuncul-

kan pendapat dari Mayer dan Kay 

Biskop, yang membagi ke dalam tiga 

dimensi penjelasan, di antaranya :

(1) Alasan keuangan (finance). Priva-
tisasi BUMN dilakukan sebagai 
salah satu profit center bagi 
pemerintah untuk dapat memberi-
kan kontribusi positif pengem-

bangan perekonomian nasional; 
(2) Alasan informasi (information). 

Privatisasi diharapkan dapat 
mempermudah informasi antara 
manajemen perusahaan dengan 
para pihak agar lebih transparan;

(3) Alasan pengendalian (control). 
Privatisasi dapat mengurangi 
intervensi yang berlebihan dari 
pemerintah dan para politisi 
sehingga dapat mengurangi biaya 
komisi (agency cost). (Rian et.all, 
2008:71)

Perspektif  internal manajemen 

perusahaan, kebijakan privatisasi 

bertujuan :
(a) Memperoleh investor strategis 

sehingga dapat memacu kinerja 
manajemen terutama terkait de- 
ngan kemampuan teknis, mar-
keting, dan managerial skill;

(b) Memperoleh cash inflows untuk 
kepentingan infrastruktur teleko-
munikasi;

(c) Akselerasi akses teknologi tele- 
komunikasi dan metode pengo- 
perasiannya;

(d) Keterbukaan perusahaan publik 
diharapkan dapat mempercepat 
proses perubahan dan memini-
malkan pengaruh birokrasi (Rian 
et.all, 2008:71).

  

Penjelasan di atas menggambar-

kan bahwa privatisasi merupakan 

kebijakan pemerintah/publik yang 

diambil bersama dengan manajemen 

internal BUMN dengan maksud dan 

tujuan untuk melakukan divestasi 

atau mengalihkan kendali perusa-

haan publik ke pihak swasta agar 

terjadi efisiensi perusahaan dan da- 

pat membantu perekonomian nasio- 

nal.  

Manfaat kebijakan privatisasi 

dapat digolongkan menjadi dua 

bagian pokok yaitu :

(1) Manfaat dalam skala makro 

dalam lingkup perekonomian 

nasional.

Manfaat privatisasi dilihat 

dari sisi yang lebih luas, di 

antaranya: pertama, untuk mem- 

bantu pemerintah (Indonesia) 

mendapatkan dana bagi realisasi 

pembangunan, baik dalam ben- 

tuk pajak maupun bentuk devi-

den perusahaan; Kedua, dapat 

mendorong perkembangan pasar 

modal di Indonesia; Ketiga, 

Sebagai pengganti dari kewa-

jiban pemerintah tentang setoran 

tambahan modal seperti pemba-

yaran angsuran/setoran pinja-

man pemerintah ke luar negeri 

dan menutupi defisit anggaran 

APBN; 

(2)  Manfaat dalam skala mikro.

Artinya upaya peningkatan 

kinerja internal perusahaan 

BUMN seperti: pertama, mem-

bentuk struktur modal yang lebih 

baik bagi perusahaan (capital 

restructuring) misalkan privati-

sasi melalui penerbitan saham 

baru agar perusahaan dapat men-

cukupi kebutuhan modal sendiri; 

kedua, terciptanya tata kelola pe- 

rusahaan yang transparan (good 

corporate governance); ketiga, 

diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas peru-

sahaan; keempat, dengan ada- 

nya peralihan pengelolaan peru-

sahaan dari publik ke sektor 

swasta, ada penyegaran dan 

inovasi baru dalam pengelolaan 

lingkungan internal perusahaan.

Kebijakan privatisasi di Indonesia 

menjadi konsumsi isu politik publik 

yang sangat masif. Penyebabnya 

adalah pertama, privatisasi diiden-

tikkan dengan divestasi sebagian 

besar saham BUMN ke investor 

asing, sedangkan investor dalam 

negeri selalu terkesampingkan. Aki- 

batnya adalah kebijakan privatisasi 

disebut sebagai kebijakan yang me- 

rubah perusahaan negara menjadi 

perusahaan asing; kedua, banyaknya 

intervensi yang kuat dari lembaga 

ekonomi asing seperti IMF, World 

Bank, dan lembaga lain ; ketiga, 

kebijakan privatisasi dijadikan alter-

natif solutif yang baik oleh birokrasi 

untuk mengatasi masalah di BUMN; 

keempat, dana dari hasil privatisasi 

dengan cara divestasi, banyak yang 

menguap ke pihak dan lembaga yang 

kurang representatif.

Masalah lain yang menjadi rumit 

adalah beberapa pertimbangan klasik 

dari pemerintah dan birokrasi BU 

MN dalam melakukan kebijakan 

privatisasi, di antaranya :

a) Kurang kompetitifnya kualitas 

produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan BUMN dibandingkan 

dengan perusahaan swasta;

b) Pertimbangan untuk mengatasi 

masalah di perusahaan seperti 

produktivitas rendah, terlalu ba- 

nyak karyawan, dan inefisiensi;

c) Kurang cepatnya birokrasi BU 

MN untuk mencari solusi yang 

terjadi di internal perusahaan;

d) Kebijakan meminjam/hutang un- 

tuk  menutupi kerugian yang terus 

menerus, tanpa alternatif yang 

lain;

e) Kurang bebasnya birokrasi di 

internal BUMN dalam mengam-

bil kebijakan solutif, dikarenakan 

intervensi berlebihan dari peme- 

rintah;

f) Adanya regulasi dan legislasi 

yang mengatur BUMN yang 

cenderung kurang konsisten;

g) Visi dan tujuan BUMN yang 

saling kurang searah seperti 

antara kepentingan masyarakat 

dan kepentingan memperoleh 

profit;

h) Tetap suburnya praktek suap/ko-

rupsi untuk kepentingan tertentu. 

Semua masalah tersebut perlu 

diperhatikan dan dicari solusi 

yang tepat untuk mengatasi per- 

baikan struktur internal dan ke- 

giatan perusahaan ke depan.

Masalah di atas menjadikan kebi-

jakan privatisasi tampak sangat ne- 

gatif di mata masyarakat Indonesia. 

Konsep privatisasi dalam perspektif 

kebijakan yang positif seperti me- 

nempatkan kebijakan tersebut seba- 

gai salah satu alternatif akhir dari 

sekian cara yang telah dilakukan 

untuk penyehatan perusahaan dan 

semata-mata untuk kepentingan 

negara serta masyarakat tentu akan 

timbul kesan lain yang sangat positif.

Pada dasarnya pelaksanaan priva-

tisasi di lingkungan BUMN dilaku-

kan salah satunya adalah untuk me- 

ngundang para investor swasta baik 

asing maupun lokal berpartisipasi di 

kegiatan BUMN. Orientasi tersebut 

sesuai dengan tujuan privatisasi yang 

paling umum di beberapa negara 

maju yaitu demokratisasi kepemi-

likan (creating a share owning 

democracy). Penyebaran penguasaan 

saham di perusahaan BUMN dapat 

mencegah terjadinya dominasi ber- 

lebihan pada satu pelaku usaha/satu 

kelompok, inefektivitas perusahaan, 

terjadinya KKN di lingkungan mana-

jemen perusahaan, dan persaingan 

usaha tidak sehat.

Prinsip demokratisasi kepemi-

likan di BUMN juga harus memper-

hatikan kategori perusahaan BUMN 

yang diperbolehkan untuk diprivati-

sasi dan jumlah maksimal saham 

yang boleh dikuasai oleh swasta 

sesuai dengan konstitusi negara dan 

peraturan peundang-undangan di 

Indonesia. Batasan tersebut diperlu-

kan agar sektor-sektor badan usaha 

yang strategis bagi negara dan 

menyentuh kehidupan masyarakat, 

tetap terpelihara untuk keberlangsu- 

ngan serta kepentingan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.

Privatisasi BUMN Indonesia 

mulai dilaksanakan pada saat PT 

Semen Gresik (Tahun 1991) melepas 

sebagian sahamnya sebanyak 27 % 

di pasar modal. Setelah privatisasi 

tahun 1991 kemudian disusul dengan 

privatisasi BUMN yang lain seperti 

PT Indosat, PT Tambang Timah, PT 

Telkom, PT BNI.

 

Strategi  Privatisasi  Ideal  di Indo-

nesia.

Pelaksanaan privatisasi BUMN di 

berbagai negara, tidak dapat terhin- 

darkan lagi sebagai dampak dan 

proses interaksi masyarakat dunia 

yang semakin meningkat. Pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, akan terus mendorong 

pola kehidupan masyarakat yang 

serba industrialis (Jimly, 1998:24). 

Praktek privatisasi dilatarbelakangi 

dengan misi yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu negara. Misi tersebut dapat 

berupa orientasi idiologi, demokrati-

sasi kepemilikan perusahaan, 

efisiensi perusahaan, sampai pada 

aspek ekonomis yaitu pencarian dana 

untuk pembangunan nasional. Esensi 

privatisasi pada dasarnya adalah 

upaya restrukturisasi perusahaan 

yang dimiliki negara (BUMN) agar 

menjadi perusahaan yang sehat, 

efisien, dan mampu berkompetisi 

dalam pasar global (Safri, 2007:15). 

Privatisasi memiliki empat macam 

fungsi, yang perlu diperhatikan oleh 

pemerintah Indonesia, di antaranya : 

pertama, fungsi korporasi yaitu agar 

BUMN dapat sejajar dengan perusa-

haan yang sudah maju; kedua, fungsi 

kompetisi maksudnya perusahaan 

BUMN harus mampu berkompetitif 

secara sehat dengan perusahaan lain; 

ketiga, fungsi regulasi artinya mem-

bentuk kebijakan yang membuka 

akses pada para pelaku usaha lain 

untuk berpartisipasi di kegiatan 

BUMN; dan keempat, fungsi budget-

er dimaksudkan agar hasil privatisasi 

dapat membantu menyediakan dana 

untuk pengembangan perusahaan 

dan membantu pendapatan negara 

(Safri, 2007:15).

Privatisasi di Indonesia, sudah 

cukup lama dilakukan yaitu sejak 

tahun 1991 dengan tujuan utamanya 

agar dapat membantu pendapatan 

bagi negara (APBN). Pada hakikat- 

nya, privatisasi di Indonesia tidak 

dilarang oleh Undang-Undang se- 

panjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang dan UUD 

1945. Seringkali dalam praktiknya 

pelaksanaan privatisasi BUMN di 

Indonesia, kurang sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang dan rne- 

ngindikasikan adanya market failure 

yang ditandai dengan :

a) Inefficiency, maksudnya setelah 

pnvatisasi dilakukan, ternyata 

hasilnya tidak mengalami peruba-

han atau tujuan untuk efisiensi 

tidak tercapai;

b) Assymetric Information, artinya 

informasi pasar terkait dengan 

pelaksanaan privatisasi tidak 

akurat sehingga ada banyak pihak 

yang merasa dirugikan seperti 

penentuan harga dan lainnya;

c) Social Cost. Privatisasi yang 

terjadi justru menimbulkan di- 

mensi sosial yang tinggi. Pihak 

swasta asing kurang mengindah-

kan aspek sosial yang terkait 

dengan kehidupan dan kebutuhan 

masyarakat;

d) Intervensi pemerintah. Faktor lain 

yang dapat mengganggu adalah 

adanya intervensi politik dari 

pemerintah dan lembaga lain 

seperti DPR serta berbagai pihak 

sehingga privatisasi tidak efektif.

Upaya untuk mencari dan menen-

tukan privatisasi BUMN yang ideal 

dilaksanakan di Indonesia dibutuh-

kan pemahaman dan kehati-hatian 

untuk memutuskan. Ada banyak 

metode privatisasi yang dikenal, 

yang setiap metode ada kelebihan 

dan sekaligus kekurangannya. Bebe- 

rapa metode tersebut adalah privati-

sasi melalui/pm pasar modal, pm 

private placement oleh investor 

dalam negeri/DN dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, pm private placement oleh inves-

tor asing/IA dengan penyertaan 

modal di bawah 50 % atau di atas 50 

%, public offering, private sale, new 

private investment, sale of assets, 

fragmentation, management/employ-

ee buy qut, kontrak manajemen, 

kontrak/sewa aset, Iikuidasi, initial 

public offering (IPO), right issue 

(RI), strategic sales (SS), dan other 

private offering. 

Menurut UU BUMN pada Pasal 

78 dijelaskan juga mengenai bebera-

pa cara pelaksanaan privatisasi yaitu:

“Privatisasi dilaksanakan dengan 
cara:
a. Penjualan saham berdasarkan ke- 

tentuan pasar modal;
b. Penjualan saham langsung kepada 

investor;
c. Penjualan saham kepada manaje-

men dan/atau karyawan yang ber- 
sangkutan.”

Penjelasan yang sama juga di- 

gambarkan oleh Peraturan Pemerin-

tah Nomor 33 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Privatisasi Perusahaan 

Perseroan. Dijelaskan dalam Pasal 5 

ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Privatisasi Perusa-

haan Perseroan, yang mengelompok-

kan tiga macam sama dengan keten-

tuan di dalam UU BUMN. Hal terse-

but senada dengan ulasan Udin 

Silalahi (Silalahi, 2007:18-25).

Gambaran dan beberapa jenis 

metode privatisasi di atas, dapat 

ditentukan penerapan privatisasi 

BUMN yang ideal untuk BUMN 

Indonesia. Riant Nugroho menya-

takan bahwa yang ideal metode 

privatisasi di Indonesia menggu-

nakan metode Private Placement 

oleh investor asing dengan penyerta-

an modal di atas 50 %, dengan 

pertimbangan; pertama, mampu me- 

ningkatkan kinerja BUMN; kedua, 

mampu menerapkan prinsip good 

governance; ketiga, mampu mening-

katkan akses ke pasar internasional; 

keempat, ada transfer ilmu pengeta-

huan dan teknologi; kelima, ada 

perubahan budaya kerja; dan 

keenam, memberikan kontribusi 

untuk menutup defisit APBN (Rian 

et.all,2008:198-199). Pendapat Riant 

tersebut perlu pertimbangan yang 

matang terhadap kondisi dan status 

BUMN pasca privatisasi. Partisipasi 

investor asing melebihi 50 % saham 

di BUMN Indonesia, pada umumnya 

sudah secara langsung dapat mengu-

bah pengendalian BUMN dan peru-

bahan status BUMN.

Privatisasi BUMN yang paling 

strategis/ideal diterapkan di Indone-

sia sangat relatif. Ada banyak faktor 

yang harus diperhatikan sebelum 

BUMN diprivatisasi, di antaranya :

a) Tujuan dilaksanakannya privatisa-

si;

b) Jenis BUMN yang akan diprivati-

sasi;

c) Keadaan/kondisi BUMN men-

jelang pelaksanaan privatisasi; 

dan

d) Situasi sosial politik dan ekonomi 

negara dan masyarakat pada saat 

akan dilaksanakannya privatisasi.

Faktor tersebut akan sangat 

menentukan pada jenis metode yang 

paling baik dan strategis bagi peme- 

rintah dan manajemen BUMN untuk 

menentukan privatisasi BUMN yang 

ada tanpa melanggar ketentuan pera-

turan perundang-undangan dan ke- 

pentingan nasional.

Simpulan

1) Pelaksanaan privatisasi BUMN 

Indonesia, harus memperhatikan 

strategi yang sesuai dengan 

kondisi, kategori, dan tujuan 

BUMN. 

2) Perlu ada keseimbangan untuk 

menerapkan fungsi privatisasi 

seperti fungsi regulasi, kompetisi, 

budgeter, dan korporasi, agar 

tidak tercipta kesan dari berbagai 

kalangan di masyarakat bahwa 

privatisasi BUMN dilakukan 

hanya untuk menjalankan fungsi 

budgeter semata.

3) Privatisasi perlu memperhatikan 

aspek kepentingan negara (bukan 

pemerintah) dan aspek sosial 

kemasyarakatan.
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Pendahuluan

Batik Indonesia merupakan wari-

san luhur budaya masyarakat Indo-

nesia yang mendapatkan pengakuan 

Unesco pada tanggal 2 Oktober 2009 

melalui pengesahan budaya takbenda 

dunia (intangible culture heritage). 

Disamping batik, produk-produk 

budaya Indonesia juga mendapat 

perhatian UNESCO dan hingga 

tahun 2014 ini antara lain keris, 

angklung, anyaman papua, tarian 

saman dan sistem irigasi pertanian 

Sabak di Bali turut juga mendapat-

kan pengakuan. Di antara matabu-

daya tersebut, batik merupakan mata 

budaya yang paling tradable (berpo-

tensi komoditas), baik dalam pasar 

lokal, nasional maupun internasio- 

nal. Selaras dengan fakta empirik 

tersebut, Unesco mengharapkan agar 

batik benar-benar beredar dalam 

pasar internasional. Sementara itu 

disisi lain, berdasarkan data (UNES-

CO, tahun 2009) di seluruh dunia ini 

setidaknya terdapat 15 negara yang 

memiliki tradisi proses rintang war- 

na. Proses tersebut di Indonesia di- 

sempurnakan dengan penggunaan 

malam dan kemudian dinamakan 

sebagai batik sebagaimana diakomo-

dir dalam Peraturan Menteri Perin-

dustrian Nomor 74 tahun 2007 

tentang batikmark” batik INDONE-

SIA”. Banyaknya negara yang me- 

miliki tradisi proses rintang warna 

tersebut membawa konsekuensi ke- 

mungkinan peredaran batik dari 

negara lain ke Indonesia dan seba- 

liknya beredarnya batik Indonesia ke 

negara lain. 

Atas keadaan tersebut, Indonesia 

sebagai anggota WTO dituntut untuk 

menyelenggarakan pasar yang adil 

artinya memberikan perlindungan 

pada batik dalam negeri sekaligus 

bersikap tidak melakukan hal yang 

merugikan bagi batik negara lain 

yang mungkin dipasarkan di Indone-

sia. Huala Adolf (2004), mengung-

kapkan bahwa pada prinsipnya ter- 

kait dengan mekanisme perdagangan 

Internasional, General Agreement on 

Tarrif and Trade (GATT) hanya 

memperkenalkan tindakan proteksi 

terhadap industri domestik melalui 

tarif (menaikkan tingkat tarif bea 

masuk) dan tidak melalui upaya- 

upaya perdagangan lainnya (non 

tarrif commercial measures). Donald 

A.Ball dan Wendel H.McCulloch 

(2000) mendeskripsikan proteksi 

atau restriksi atau hambatan dalam 

perdagangan/bisnis Internasional da- 

lam praktek bermula pada alasan 

pertahanan nasional. Industri-indus-

tri tertentu memerlukan proteksi dari 

impor karena vital bagi pertahanan 

nasional dan harus tetap diberlaku-

kan meskipun terdapat kerugian 

secara komparatif berkenaan dengan 

para pesaing luar negeri. Adapun 

alasan-alasan lain suatu negara mela- 

kukan restriksi adalah karena untuk 

melindungi industri yang baru tum- 

buh (infant industry). Alasannya, 

dalam jangka panjang, industri itu 

akan memiliki keunggulan kompara-

tif, tetapi perusahaan-perusahaan 

yang baru tumbuh tersebut memerlu-

kan proteksi terhadap impor sampai 

angkatan kerja terlatih, teknik-teknik 

produksi dikuasai dan industri ini 

sampai mencapai skala ekonomi. 

Apabila sasaran-sasaran tersebut ter- 

penuhi, proteksi impor tidak diperlu-

kan lagi. Tanpa proteksi, sebuah 

perusahaan tidak akan mampu ber- 

tahan hidup karena impor biaya 

rendah dari para pesaing asing yang 

lebih dewasa akan menjual barang- 

barang yang lebih murah daripada 

mereka di pasar lokalnya. Proteksi 

ini dimaksudkan hanya bersifat 

sementara, akan tetapi kenyataannya 

sebuah perusahaan akan jarang me- 

ngakui telah dewasa dan tidak lagi 

memerlukan bantuan. Di samping 

alasan sebagaimana disebutkan di 

atas, restriksi juga dimaksudkan 

untuk melindungi tenaga kerja 

domestik dari tenaga asing yang 

lebih murah dengan cara memban- 

dingkan tingkat upah per jam tenaga 

asing yang lebih murah dengan yang 

dibayar di negaranya.

Hambatan tersebut tidak hanya 

dibatasi sebagai hambatan dalam 

bentuk tarif (tariff barrier) saja, akan 

tetapi juga hambatan non tarif (non 

tariff barrier). Bentuk halangan 

dalam perdagangan yang menjadi 

diskursus negara-negara anggota 

WTO adalah hambatan NTB karena 

sangat rawan untuk dijadikan dalih 

melindungi produk dalam negerinya 

dengan cara-cara curang. Meskipun 

demikian, sebagai organisasi perda-

gangan dunia, World Trade Organi-

sation (WTO) telah  mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya hal tersebut 

dengan membolehkan negara anggo-

ta untuk melindungi produk dalam 

negerinya dengan menerapkan ham-

batan dalam perdagangan produk 

sejenis dari negara lain. 

Dalam praktek perdagangan serta 

berdasarkan kesepakatan beberapa 

negara, diberlakukan technical bar- 

rier to tariff (TBT) yang merupakan 

bagian dari NTB. Beberapa bentuk 

TBT yang lazim diberlakukan dalam 

perdagangan internasional adalah 

dalam rangka pencegahan penyeba-

ran hama, penyakit, jaminan keama- 

nan pangan, obat-obatan, hasil perta-

nian dan alasan keamanan lainnya. 

Hambatan tersebut secara teknis di- 

antaranya dilakukan melalui pela-

belan produk. 

Beberapa penelitian sebelumnya 

serta telaah kritis para ahli terkait 

hambatan no tarif untuk produk 

meliputi : penelitian dengan telaah 

kepustakaan data sekunder yang 

dilakukan, pelabelan produk tektsil 

dan pakaian baru sebatas analisis 

data sekunder seperti yang dilakukan 

oleh Aswicahyono tentang produk 

Indonesia yang berpotensi beredar di 

negara-negara Asean yang menca- 

kup tekstil, pakaian, dan kulit. Di 

luar sebagaimana disebutkan di atas, 

baru diterapkan secara sangat terba-

tas yakni pelabelan pada tekstil, pa- 

kaian, travel. Pemerintah Indonesia 

melalui Peraturan Menteri Perindus-

trian Republik Indonesia Nomor 

74/M-IND/PER/9/2007 sebenarnya 

sudah menerapkan hambatan teknis 

dalam perdagangan batik dalam 

bentuk kewajiban pelabelan Batik-

mark “batik INDONESIA”. 

Ketentuan tersebut mewajibkan 

agar batik yang akan diperdagangkan 

baik dalam pasar nasional maupun 

pasar Internasional harus mencan-

tumkan label emas (gold) untuk batik 

tulis, putih untuk batik cap serta 

perak (silver) untuk batik kombinasi 

tulis dan cap. Pada tingkat lokal, 

Pemerintah Kota Pekalongan mener-

bitkan Peraturan Walikota tahun 

2014 tentang kewajiban pelabelan 

citybranding kota Pekalongan pada 

setiap produk batik buatan warga 

Pekalongan. 

      Meskipun Pemerintah sudah 

berupaya memberikan perlindungan 

melalui mekanisme tersebut, namun, 

berdasarkan temuan penelitian tahun 

2013 (Siti Nurhayati, dkk), ketentuan 

batikmark justru membebani/me-

nimbulkan resistensi bagi para peng- 

rajin dan produsen batik. Hal terse-

but dikarenakan alasan inefisiensi 

karena pembebanan biaya pendaf- 

taran untuk setiap motif yang dicip-

takannya. Sedangkan terhadap kebi-

jakan Pemerintah Pekalongan ten- 

tang pelabelan citybranding sepan-

jang pengetahuan peneliti belum 

dilakukan penelitian yang menda-

lam. Merujuk pada hal tersebut , 

menurut peneliti masih banyak hal 

mendasar terkait hambatan teknis 

yang diterapkan yang menimbulkan 

pertanyaan bagi peneliti. Bagaima- 

nakah bentuk hambatan teknis perda-

gangan yang tepat untuk batik yang 

telah mendapatkan pengakuan seba- 

gai warisan budaya sekaligus sebagai 

produk komoditas tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bentuk-bentuk 

hambatan teknis dalam perdagangan 

Internasional, baik hambatan dalam 

bentuk tarrif barrier (TB) maupun 

non tarrif barrier (NTB) serta me- 

nawarkan gagasan/wacana baru ten- 

tang perlindungan batik Indonesia 

melalui pelabelan (hang tag) identi-

tas budaya pada produk batik dalam 

perdagangan Internasional.

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan salah satu bahan 

pertimbangan Pemerintah dalam 

mengambil kebijakan perlindungan 

produk batik dalam negeri melalui 

penerapan hambatan teknis dalam 

perdagangan batik saat menghadapi 

masuknya produk yang sama dari 

negara lain. Untuk semua pihak yang 

memiliki minat dalam bidang 

Hukum Perdagangan Internasional 

dan keilmuan terkait, hasil penelitian 

ini dapat memperluas khasanah 

tentang perkembangan bentuk ham-

batan teknis diluar yang selama ini 

dipraktikkan dalam perdagangan 

internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan peneli-

tian hukum normatif dengan desain 

penelitan kualitatif dengan ranca- 

ngan participatory observation. Tim 

peneliti terlibat secara aktif dalam 

langsung dalam kelompok subyek/ 

informan/partisipan. Teknik peng-

umpulan data primer melalui wa- 

wancara kelompok terarah/Focus 

Group Discussion (FGD) serta peng-

umpulan data sekunder dengan 

menggunakan metode penelaahan 

pustaka tentang hambatan-hambatan 

dalam perdagangan internasional 

melalui kegiatan identifikasi peratu- 

ran Internasional maupun peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. 

Subyek dalam penelitian ini menca- 

kup para pengrajin batik dari Peka-

longan, pelaku eksportir batik, peda-

gang kerajinan dan batik asal Austra-

lia, ahli fashion (AS) serta presiden 

Craft untuk Asia Tenggara.

Untuk menjamin keabsahan data 

yang diperoleh, peneliti menggu-

nakan teknik triangulasi sumber 

yang dilaksanakan secara langsung 

dan bersamaan dengan kegiatan 

pengumpulan data primer. Analisis 

data menggunakan model Miles dan 

Huberman yang pada prinsipnya 

dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap 

yakni reduksi atau pemilahan data 

yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan penelitian dengan 

membuat pemaknaan terhadap data 

yang diperoleh, display/penampilan 

data secara deskriptis serta verifi-

kasi/penarikan kesimpulan.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan, 

para pengrajin/produsen, importir, 

serta serta eksportir batik baik pada 

tingkat lokal, nasional maupun inter-

nasional menghendaki agar batik 

Indonesia yang telah mendapatkan 

pengakuan UNESCO sebagai bu- 

daya takbenda dunia harus menda- 

patkan perlindungan yang memadai 

negara penghasil batik. Bentuk 

perlindungan tersebut antara lain 

melalui pembatasan syarat-syarat 

yang ketat atas impor batik dari 

negara lain. Syarat tersebut berkaitan 

dengan identitas budaya atas produk 

dengan tujuan agar ketika produk 

sampai ke tangan pembeli maka 

mereka tidak hanya menilai batik 

sekedar produk produk fisik semata 

tetapi juga makna atau nilai yang 

terkandung didalamnya. Identitas 

tersebut antara lain  mencakup ide/ 

makna motif batik, siapa pembuat- 

nya, kapan dibuatnya serta dimana 

tempat pembuatannya.  

Secara yuridis, konsep perlindu- 

ngan (safeguarding) menurut article 

2 ayat (3) Konvensi perlindungan 

budaya takbenda diartikan sebagai: 

’…safeguarding means measures 

aimed at ensuring the viability of the 

intangible heritage including the 

identification, documentation, re- 

search, preservation, protection, 

promotion, enhancement, transmis-

sion, particulary through formal and 

non formal education, as well as the 

various aspects of such heritage”. 

Fokus utama dari safeguarding 

(perlindungan dalam arti luas) diarti-

kan sebagai langkah-langkah atau 

tindakan yang bertujuan untuk men-

jamin keberlangsungan warisan tak- 

benda yang mencakup langkah iden-

tifikasi, dokumentasi, penelitian, pe- 

lestarian, proteksi, promosi, penga- 

yaan atau pengembangan, edukasi, 

pemindahan pengetahuan baik mela- 

lui pendidikan formal maupun infor-

mal.

Sebagai produk dan identitas 

budaya, beberapa daerah yang me- 

miliki sentra batik telah mengimple-

mentasikan prinsip perlindungan 

dengan pendekatan edukasi dengan 

cara mengintegrasikan pengetahuan 

dan keterampilan membatik dalam 

kurikulum terutama pada pendidikan 

dasar. Adopsi batik dalam kurikulum 

tersebut telah dilaksanakan di Solo, 

Yogyakarta, dan Pekalongan. Di 

samping kebijakan tersebut, ma- 

sing-masing pemerintah daerah 

mengeluarkan kebijakan bahwa pada 

hari-hari tertentu, Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), siswa sekolah mulai dari 

TK, SD, SMP, hingga SMA wajib 

mengenakan pakaian batik dengan 

motif khusus daerah. Kebijakan ini 

berimplikasi pada dikenalnya dan 

terlestarikannya motif-motif tradi- 

sional oleh masyarakat khususnya 

PNS dan murid sekolah.

Pada sisi yang lain, batik telah 

berkembang menjadi industri budaya 

dan menjadi komoditas yang tidak 

hanya diperdagangkan dalam pasar 

dalam negeri tetapi juga sudah me- 

nembus pasar luar negeri. Bersandar 

pada bentuk-bentuk perlindungan 

sebagaimana disebutkan dalam kon- 

vensi tersebut, dalam setiap negara 

yang produknya sudah masuk ko- 

moditas Internasional maka negara 

yang bersangkutan diberi keluasaan 

untuk memproteksi produk dalam 

negerinya  dengan tetap memperhati-

kan kaidah-kaidah dalam perdaga- 

ngan Internasional. 

Berkaitan dengan hal tersebut, 

menurut article 2 ayat (3) adalah pro- 

teksi yang menurut kaidah Hukum 

Perdagangan Internasional (lalu- 

lintas perdagangan Internasional) 

diakomodir dalam bentuk hambatan, 

baik dalam bentuk tarif (tarrif bar- 

rier) maupun non tarif (non tariff 

barrier) yang diberlakukan terhadap 

negara lain. Hambatan tersebut men-

cakup Anti Dumping Duties (ADD), 

Contervailing Duties (CDD), dan 

Safeguard Measures, Quota, Volun-

tary Eksport Retraint, Eksport Subsi-

dy, import ban, import lisencing, go- 

vernment procurement, dan domestic 

contents. Hambatan-hambatan dalam 

perdagangan yang bersifat non tarif 

dalam praktik dan perjanjian ber- 

bagai negara mengalami perkemba- 

ngan yang kemudian disebut sebagai 

hambatan teknis perdagangan (tech-

nical barrier to trade/TBT).  

Secara spesifik, hambataan teknis 

perdagangan diatur dalam Agree-

ment on Technical Barrier  to Trade 

yang pada pokoknya mengatur 2 

(dua ) hal yakni regulasi teknis (tech-

nical regulation) dan standar/acuan 

baku termasuk pengemasan, penem-

patan merek, persyaratan pelabelan, 

persyaratan karakteristik produk, 

inspeksi, dan prosedur.

Donald A.Ball dan Wendel H. 

McCulloch (2000), restriksi dikate-

gorikan menjadi 2 (dua) jenis yakni 

restriksi dalam bentuk tarif dan res- 

triksi/hambatan dalam bentuk non 

tarif. Hambatan-hambatan dalam 

bentuk tarif meliputi bea impor (ad 

valorem, spesifik, majemuk, dan pa- 

jak variabel). Sedangkan restriksi 

dalam bentuk non tarif meliputi ham-

batan non tarif kuantitatif dan non 

kuantitatif. Hambatan non tarif kuan-

titatif mencakup kuota tingkat tarif, 

global, diskriminatif, pembatasan 

ekspor sukarela, dan peraturan tertib 

pemasaran. Hambatan non tarif non 

kuantitatif meliputi partisipasi Peme- 

rintah langsung dalam perdagangan, 

prosedur kepabeanan dan adminis-

tratif lainnya serta standar-standar. 

Partisipasi Pemerintah langsung be- 

rupa subsidi, membeli di dalam ne- 

geri, lisensi impor, manipulasi kurs, 

dan kandungan lokal. Prosedur kepa- 

beanan dan administratif lainnya 

meliputi klasifikasi tarif, persyaratan 

dokumentasi, dan evaluasi produk. 

Standar-standar meliputi kesehatan, 

keselamatan dan kualitas produk, 

kemasan dan pemberian label, serta 

metode pengetesan produk. Bentuk- 

bentuk hambatan dalam perdagangan 

terangkum dalam tabel berikut :
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